PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 46
TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN

Menimbang

Mengingat

PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa untuk mendukung kebijakan strategis
pemerintah, peningkatan kemudahan berusaha dan
harmonisasi pengaturan sektor keuangan yang
menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan,
diperlukan pengaturan dan pengawasan industri
perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan
infrastruktur dan perusahaan modal ventura yang lebih
efektif, proporsional, dan adaptif terhadap perubahan;
bahwa untuk meningkatkan peran, kinerja, serta daya
saing usaha perusahaan pembiayaan, perusahaan
pembiayaan infrastruktur dan perusahaan modal
ventura menjadi lebih fleksibel, efisien, dan kompetitif,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46
Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan
Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan
Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal
Ventura;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5786) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang
Pengembangan dan Penguatan Perusahaan
Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,
dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/0JK,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
127 /OJK);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46
Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan
Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 59/0JK, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 127 /0JK);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha
Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang
Pengembangan dan Penguatan Perusahaan
Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,
dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/0JK,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
127 /OJK);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan
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Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal
Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 59/0JK, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 127 /0OJK);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang
Pengembangan dan Penguatan Perusahaan
Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur,
dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/0JK,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
127 /OJK);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun
2024 tentang Pengembangan dan Penguatan
Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 59/0JK, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 127 /0JK);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR, DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan
dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
59/0JK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 127 /0OJK) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 pada angka 9 dalam Pasal 4 BAB II
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai kepemilikan warga negara asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f
dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. kepemilikan asing Perusahaan baik secara

langsung maupun tidak langsung dilarang
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melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari

modal disetor Perusahaan;

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha

pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik
secara langsung maupun tidak langsung melebihi

85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari

batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud

pada huruf a sepanjang tidak melakukan
perubahan kepemilikan;

batasan kepemilikan asing pada Perusahaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku

bagi Perusahaan yang merupakan perseroan

terbuka dan memperdagangkan sahamnya di

bursa;

terdapat kondisi Perusahaan yang membutuhkan

penambahan modal dari pemegang saham asing

karena:

1. tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan,
gearing ratio, rasio modal inti terhadap modal
disetor, atau Modal minimum; dan/atau

2. terdapat permasalahan likuiditas,

yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha

Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dapat dilampaui;

dalam hal terdapat pelampauan Dbatasan

kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada

huruf d, Perusahaan wajib menyesuaikan batas
kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai
rencana penyesuaian batas kepemilikan asing
yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan
perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan; dan

ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing

sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan

bagi Perusahaan yang didirikan khusus untuk
melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan
dan/atau pelayaran.

Ketentuan Pasal 71 pada angka 29 dalam Pasal 4 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 71

Perubahan kepemilikan berupa pengambilalihan
yang mengakibatkan perubahan PSP wajib
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan
perubahan pemegang saham selain PSP pada
Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan
terbuka wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
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Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimuat
dalam rencana bisnis Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa
keuangan nonbank.

Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman
rencana perubahan kepemilikan dalam rencana
bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dikecualikan bagi Perusahaan yang akan
melakukan  perubahan  kepemilikan untuk
memenuhi:

a. rasio permodalan;

b. rasio modal inti terhadap modal disetor;

c. modal inti minimum; dan/atau

d. gearing ratio,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha
Perusahaan Pembiayaan serta Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan
Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan
Pembiayaan.

Perubahan kepemilikan berupa pengambilalihan
yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh
persetujuan di dalam RUPS setelah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakibatkan
oleh adanya penambahan modal disetor,
penambahan modal disetor dimaksud dilarang
dilakukan selain dalam bentuk:

a. setoran tunai;

b. konversi/pengalihan saldo laba;

c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau

d. saham bonus.

Ketentuan Pasal 71A pada angka 30 dalam Pasal 4 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 71A
Dalam hal Perusahaan memperdagangkan
sahamnya di bursa efek, pengurangan atau
penambahan  modal disetor yang  tidak
mengakibatkan perubahan PSP, wajib dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
perubahan modal disetor yang tidak
mengakibatkan perubahan PSP.
Penyampaian laporan penambahan modal disetor
yang tidak mengakibatkan perubahan PSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilengkapi paling sedikit:
a. salinan akta perubahan anggaran dasar
terakhir yang telah disahkan disertai dengan
bukti persetujuan dari kementerian yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum;

b. bukti setoran penambahan modal disetor,
dalam hal terdapat setoran tunai;

c. rekening koran Perusahaan yang
menunjukkan adanya penambahan modal
disetor, dalam hal terdapat setoran tunai dari
Perusahaan; dan

d. laporan keuangan Perusahaan posisi sebelum
dan setelah penambahan modal disetor yang
telah disetujui oleh Direksi.

Penyampaian laporan pengurangan modal disetor

yang tidak mengakibatkan perubahan PSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilengkapi paling sedikit:

a. salinan akta perubahan anggaran dasar
terakhir yang telah disahkan disertai dengan
bukti persetujuan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum;

b. bukti pengembalian modal disetor, dalam hal
terdapat pengembalian dana;

c. rekening koran Perusahaan yang
menunjukkan adanya pengembalian modal
disetor, dalam hal terdapat pengembalian
dana dari Perusahaan; dan

d. laporan keuangan Perusahaan posisi sebelum
dan setelah pengurangan modal disetor yang
telah disetujui oleh Direksi.

Pengurangan atau penambahan modal disetor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga

jasa keuangan nonbank.

Ketentuan Pasal 73 pada angka 31 dalam Pasal 4 BAB
IT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Untuk  memperoleh  persetujuan  perubahan
kepemilikan berupa pengambilalihan yang
mengakibatkan  perubahan PSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Direksi harus
menyampaikan permohonan persetujuan perubahan
kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
melampirkan dokumen:

a. daftar pemegang saham disertai rincian
besarnya masing-masing kepemilikan saham
sampai dengan pemegang saham terakhir
dan/atau pemilik manfaat serta daftar
perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang
saham, bagi Perusahaan berbentuk badan
hukum perseroan terbatas;
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daftar anggota disertai jumlah simpanan pokok

dan simpanan wajib dari masing-masing

anggota, bagi Perusahaan berbentuk badan
hukum koperasi;

rancangan akta risalah RUPS dan/atau

perubahan anggaran dasar, yang menyetujui

perubahan kepemilikan;

rancangan akta pemindahan hak atas saham,

jika terdapat pemindahan hak atas saham selain

karena jual beli;

rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual

beli saham antara para pemegang saham;

data calon pemegang saham selain PSP sesuai

dengan dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika
perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya
pemegang saham baru selain PSP;

surat pernyataan pemegang saham atau calon

pemegang saham yang menyatakan bahwa:

1. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari kegiatan pencucian uang,
pendanaan terorisme, pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal, dan
kejahatan keuangan lain; dan

2. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari pinjaman,

disertai dengan bagan alur aliran dana sebagai
sumber dana secara utuh yang dilengkapi
dengan dokumen pendukung;
fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2
(dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya
penyertaan modal dan dokumen lain yang
menunjukkan kemampuan keuangan serta
sumber dana calon pemegang saham orang
perseorangan, jika perubahan kepemilikan
mengakibatkan adanya pemegang saham
dan/atau PSP baru yang merupakan orang
perseorangan, atas penyertaan modal melalui
setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian
saham;
laporan keuangan konsolidasi dan non
konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan
publik dan laporan keuangan bulan terakhir,
jika perubahan kepemilikan diakibatkan adanya
penyertaan modal oleh pemegang saham
berbentuk badan hukum, atas penyertaan
modal melalui setoran tunai/konversi
pinjaman/pembelian saham;
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j.  fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang

telah diaudit oleh akuntan publik sebelum

penambahan modal disetor, jika perubahan

kepemilikan diakibatkan oleh penambahan
modal disetor dan akan dilakukan dalam
bentuk:

1. konversi/pengalihan saldo laba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (6) huruf b;

2. konversi/pengalihan pinjaman
sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat (6)
huruf c; dan/atau

3. saham bonus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (6) huruf d;

k. fotokopi rekening koran Perusahaan yang
menunjukkan penerimaan pinjaman, jika
perubahan kepemilikan dilakukan dalam
bentuk konversi pinjaman,;

1.  bukti penempatan dana dalam escrow account
dan/atau deposito berjangka, jika perubahan
kepemilikan  dilakukan  melalui  setoran
tunai/pembelian saham;

m. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang
saham yang berbentuk badan hukum asing
dengan pemegang saham Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf 1, bagi permohonan persetujuan
perubahan kepemilikan yang terdapat
pemegang saham baru berbentuk badan hukum
asing; dan

n. rencana penyesuaian batas kepemilikan asing
yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan jika terdapat pelampauan batasan
kepemilikan asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e;

Dalam hal perubahan  kepemilikan saham

mengakibatkan adanya PSP baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Otoritas Jasa

Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan

kepatutan kepada calon PSP.

Dalam hal perubahan kepemilikan saham oleh

Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha

sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

diundangkan dan perubahan kepemilikan tersebut
dilakukan melalui pengambilalihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), rencana
perubahan kepemilikan tersebut harus memuat pula
peningkatan  modal disetor paling  sedikit

Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar

rupiah).

Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

bersamaan dengan permohonan penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP

Perusahaan.
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Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan

terbuka yang melakukan perubahan kepemilikan

yang mengakibatkan perubahan pemegang saham

selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

ayat (2) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja terhitung sejak dilakukan

perubahan kepemilikan.

Direksi harus menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada Otoritas Jasa

Keuangan dengan melampirkan dokumen:

a. struktur kepemilikan disertai rincian besarnya
masing-masing kepemilikan saham sampai
dengan pemegang saham terakhir (ultimate
shareholder) dan/atau  pemilik  manfaat
(beneficial owner) baik sebelum maupun setelah
perubahan kepemilikan;

b. salinan akta risalah RUPS dan/atau perubahan
anggaran dasar bagi Perusahaan berbadan
hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi
badan hukum berbentuk koperasi;

c. salinan akta pemindahan hak atas saham, jika
terdapat pemindahan hak atas saham selain
karena jual beli;

d. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham
antara para pemegang saham;

e. fotokopi bukti setoran penambahan modal
disetor, jika penambahan modal disetor yang
dilakukan melalui setoran tunai, dalam bentuk:
1. rekening koran pemegang saham yang

menunjukkan adanya dana keluar ke
Perusahaan sebagai setoran modal; dan

2. rekening koran Perusahaan yang
menunjukkan adanya dana masuk dari
pemegang saham sebagai setoran modal;

f.  bukti penempatan modal disetor atas nama
Perusahaan yang bersangkutan pada:

1. salah satu bank umum atau bank umum
syariah di Indonesia bagi Perusahaan
Pembiayaan; atau

2. salah satu bank umum syariah atau unit
usaha syariah dari bank umum di
Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan
Syariah,

dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan

oleh adanya penambahan modal disetor yang

dilakukan melalui setoran tunai;

g. bukti penempatan dana pada rekening
pemegang saham penjual dan rekening koran
pemegang saham pembeli, jika perubahan
kepemilikan diakibatkan jual beli;

h. surat pernyataan pemegang saham atau calon
pemegang saham yang menyatakan bahwa:

1. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari kegiatan pencucian uang,
pendanaan terorisme, pendanaan
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proliferasi senjata pemusnah massal, dan
kejahatan keuangan lain; dan
2. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari pinjaman,
disertai dengan bagan alur aliran dana sebagai
sumber dana secara utuh yang dilengkapi
dengan dokumen pendukung,
laporan keuangan pemegang saham yang
ditandatangani oleh Direksi untuk periode
setelah perubahan kepemilikan yang
diakibatkan oleh penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);
laporan keuangan pemegang saham berbentuk
badan hukum yang akan  melakukan
penambahan modal disetor yang telah diaudit
oleh akuntan publik atau disusun oleh kantor
jasa akuntan; dan
laporan keuangan bulanan terakhir pemegang
saham  berbentuk badan hukum yang
melakukan penambahan modal disetor sebelum
penyertaan modal yang ditandatangani oleh
Direksi.

Dalam hal laporan perubahan kepemilikan diketahui
tidak sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan, Perusahaan wajib
menyesuaikan akta jual beli atau akta RUPS yang
telah menyetujui perubahan kepemilikan.

Ketentuan Pasal 76 pada angka 32 dalam Pasal 4 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 76

Perusahaan  yang mendapat persetujuan

perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 ayat (1) wajib melaporkan
pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal

diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari
instansi yang berwenang.

Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:

a. salinan akta risalah RUPS dan/atau
perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan
berbadan hukum perseroan terbatas atau
yang setara bagi badan hukum berbentuk
koperasi, yang menyetujui perubahan
kepemilikan, dan disertai dengan surat
penerimaan pemberitahuan dari instansi
berwenang;

b. salinan akta pemindahan hak atas saham,
jika terdapat pemindahan hak atas saham
selain karena jual beli;

c. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli
saham antara para pemegang saham;



-11 -

d. fotokopi bukti setoran penambahan modal
disetor, jika penambahan modal disetor
dilakukan dalam bentuk setoran tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(6) huruf a, dalam bentuk:

1. rekening koran pemegang saham yang
menunjukkan adanya dana keluar ke
Perusahaan sebagai setoran modal;

2. rekening koran Perusahaan yang
menunjukkan adanya dana masuk dari
pemegang saham sebagai setoran modal;
dan

3. Dbukti penempatan modal disetor atas
nama Perusahaan yang bersangkutan
pada:

a. salah satu bank umum atau bank
umum syariah di Indonesia bagi
Perusahaan Pembiayaan; atau

b. salah satu bank umum syariah atau
unit usaha syariah dari bank umum
di Indonesia bagi Perusahaan
Pembiayaan Syariah,

dalam hal perubahan kepemilikan

diakibatkan oleh adanya penambahan

modal disetor yang dilakukan melalui
setoran tunai;

e. bukti penempatan dana pada rekening
pemegang saham penjual dan rekening koran
pemegang saham pembeli, jika perubahan
kepemilikan diakibatkan jual beli; dan

f. laporan keuangan Perusahaan setelah
penambahan modal disetor yang
ditandatangani Direksi Perusahaan, jika
perubahan kepemilikan disertai dengan
adanya penambahan modal disetor dilakukan
dalam bentuk:

1. konversi/pengalihan saldo laba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (6) huruf b;

2. konversi/pengalihan pinjaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (6) huruf c; dan/atau

3. saham bonus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (6) huruf d.

6. Ketentuan Pasal 81 pada angka 34 dalam Pasal 4 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 81
Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib
melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui
Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
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Laporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui
Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan oleh Direksi, dengan
melampirkan dokumen:

a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui

Penggabungan;
b. salinan akta Penggabungan;
c. dokumen yang menyatakan bahwa

Perusahaan yang menggabungkan diri tidak
mempunyai utang pajak kepada instansi yang
berwenang; dan

d. mneraca penutupan dari Perusahaan yang
menggabungkan diri.

7. Ketentuan Pasal 116 pada angka 76 dalam Pasal 4 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 116

Perusahaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan
ayat (9), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), Pasal 5A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 9
huruf a dan huruf e, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1),
Pasal 15, Pasal 15D dan ayat (4), Pasal 16, Pasal
18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal
34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 40
ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 43
ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat
(2) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat
(1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2),
Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 61 ayat (2) dan
ayat (5), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat
(1) dan ayat (5), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(6), Pasal 71 A ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 73
ayat (5) dan ayat (7), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78
ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal
84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (3),
Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat
(1) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1)
Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat
(1), Pasal 100, Pasal 101 ayat (1), Pasal 106 ayat
(1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), ayat (5)
dan ayat (6), Pasal 112A ayat (1) dan ayat (7), Pasal
112B ayat (1), ayat (4), dan ayat (10), Pasal 112E,
Pasal 112F ayat (2) dan ayat (3), Pasal 113 ayat (5),
Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 115 ayat (1) dan ayat
(3), dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan

usaha;
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pembatasan kegiatan usaha tertentu;
penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
pembatalan persetujuan;
larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan
Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS.
Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 18
ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1),
Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat
(1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 78
ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal
89 ayat (2), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 106 ayat
(1), dikenai sanksi administratif tambahan berupa
denda administratif sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal S5A
ayat (3), Pasal 15E ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal
40 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49
ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal
61 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 69 ayat (1),
Pasal 73 ayat (5), Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat
(1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88
ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal
94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1),
Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1), dikenai
sanksi administratif berupa denda administratif
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per
hari keterlambatan dan paling banyak sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat
dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a.
Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas
Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa
Keuangan memberikan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan
sendirinya.
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan  hasil penilaian  Tingkat
Kesehatan;
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak
utama yang menyebabkan Perusahaan
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dan/atau

,o Q0
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c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap
pihak yang menyebabkan Perusahaan
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas
Jasa Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 4 pada angka 3 dalam Pasal 5 BAB II
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 4

Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib dilakukan

dengan cara:

a. Sewa Pembiayaan,;

b. Jual dan Sewa-Balik;

c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan
dari Penjual Piutang;

d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari
Penjual Piutang;

e. Pembelian dengan Pembayaran secara
Angsuran;

f.  Pembiayaan Proyek;
Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau

h. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib dilakukan

dengan cara:

a. Jual dan Sewa-Balik;

b. Pembelian dengan Pembayaran secara
Angsuran;

c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan
dari Penjual Piutang;

d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari
Penjual Piutang;

e. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau

f. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

Pembiayaan Multiguna sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib dilakukan

dengan cara:

a. Sewa Pembiayaan;

b. Pembelian dengan Pembayaran secara
Angsuran;

C Fasilitas Dana; dan/atau

d. pembiayaan lain setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tatap muka

secara fisik.
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Pembiayaan Modal Kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan Pembiayaan Multiguna

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan dengan cara:

a. melalui tatap muka secara fisik; atau

b. tanpa melalui tatap muka secara fisik.

Dalam hal Perusahaan melakukan kegiatan usaha

pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf d, pelaksanaan pembiayaan

tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a. melalui tatap muka secara fisik; atau

b. tanpa melalui tatap muka secara fisik.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat dikecualikan bagi Pembiayaan Investasi

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diberikan kepada debitur dengan skala usaha
mikro, kecil dan menengabh;

b. nilai Pembiayaan Investasi paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

c. persentase piutang Pembiayaan Investasi
tanpa melalui tatap muka secara fisik paling
tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total
piutang pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 16 pada angka 10 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 16
Untuk dapat melakukan kegiatan Pembiayaan
Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha
dan Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas
Dana, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling
rendah Peringkat Komposit 2;
b. memenuhi ketentuan rasio permodalan;
c. memenuhi ketentuan gearing ratio;
d. memiliki Rasio NPF Neto paling tinggi 5% (lima
persen); dan
e. memiliki Rasio Modal Inti terhadap modal
disetor paling rendah 50% (lima puluh
persen).
Piutang Pembiayaan Multiguna dengan cara
Fasilitas Dana dilarang melebihi 25% (dua puluh
lima persen) dari total piutang pembiayaan.
Penilaian atas pemenuhan persyaratan bagi
Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas
Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan
cara Fasilitas Dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setiap tahun dan dihitung
berdasarkan laporan posisi akhir bulan Desember
atau hasil penilaian terkini Otoritas Jasa
Keuangan.
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Penerapan atas pemenuhan persyaratan bagi
Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret
sampai dengan pemenuhan persyaratan pada
periode berikutnya atau hasil penilaian terkini
Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan periode laporan bulan
tertentu, Penyaluran pembiayaan melalui kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas
Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan
cara Fasilitas Dana yang telah disalurkan oleh
Perusahaan Pembiayaan pada periode ketika
Perusahaan Pembiayaan memenuhi persyaratan
tetap dapat dilanjutkan sampai dengan
berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan
tersebut.
Dalam hal pada periode selanjutnya Otoritas Jasa
Keuangan telah menyetujui adanya perbaikan
penilaian  Tingkat  Kesehatan, Perusahaan
Pembiayaan baru dapat melakukan:
a. Pembiayaan Modal Kerja dengan cara
Fasilitas Modal Usaha; dan
b. Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas
Dana.

10. Ketentuan Pasal 17 pada angka 11 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 17

Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas

Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna dengan

cara Fasilitas Dana wajib memenuhi ketentuan:

a. nilai pembiayaan wuntuk setiap Debitur
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara
Fasilitas Modal Usaha paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur
Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas
Dana paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah);

c. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor,
mesin, tanah, bangunan, kapal, dan/atau
alat berat;

d. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan
Debitur melalui sistem layanan informasi
keuangan dan/atau lembaga pengelola
informasi perkreditan yang telah memperoleh
izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

e. dilakukan analisis kelayakan kemampuan
pembayaran Debitur.
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(2) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki rasio
Modal Inti dibandingkan dengan modal disetor
lebih dari 100% (seratus persen), persyaratan
memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat dikecualikan bagi kegiatan
usaha Pembiayaan Modal Kerja dengan cara
Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana dengan
akumulasi nilai pembiayaan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
setiap Debitur dengan persyaratan:

a. diberikan kepada debitur dengan skala usaha
mikro, kecil, atau menengah;

b. harus mengalihkan risiko pembiayaan
melalui mekanisme asuransi yang dikaitkan
dengan kredit atau penjaminan kredit; dan

c. piutang pembiayaan fasilitas modal usaha
yang tidak menggunakan agunan paling tinggi
10% (sepuluh persen) dari total piutang
pembiayaan.

Ketentuan Pasal 19A pada angka 16 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A
Untuk melakukan Layanan Pembiayaan Digital
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. memiliki prosedur operasi standar terkait kegiatan
usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. salah satu anggota Direksi dan pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi yang membidangi
pengelolaan sistem informasi wajib memiliki
sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi

informasi;
c. memiliki pegawai yang memiliki kemampuan
untuk mengembangkan, mengubah, dan

menghapus Sistem Elektronik yang digunakan
oleh Perusahaan Pembiayaan; dan

d. pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c
memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
dan keahlian di bidang teknologi informasi.

Ketentuan Pasal 19H pada angka 16 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19H
(1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan
Layanan Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan
Modal Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dan Pembiayaan Multiguna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tanpa melalui
tatap muka secara fisik.
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Untuk melakukan kegiatan Pembiayaan Digital

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan

Pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan

Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Perusahaan Pembiayaan wajib mengajukan

permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

harus melampirkan dokumen yang berisi uraian
paling sedikit mengenai:

a. Layanan Pembiayaan Digital tanpa melalui
tatap muka secara fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang akan
dipasarkan;

b. analisis prospek usaha;

c. mekanisme atau cara pembiayaan yang akan
digunakan;

d. hak dan kewajiban para pihak; dan

e. contoh perjanjian pembiayaan yang akan

digunakan.
Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan,
permintaan kelengkapan dokumen, atau

penolakan atas permohonan = sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima.
Dalam memberikan persetujuan, permintaan
kelengkapan dokumen, atau penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas
Jasa Keuangan melakukan:
a. analisis atas kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
b. analisis pemenuhan ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
c. analisis kelayakan Layanan Pembiayaan
Digital yang diajukan.
Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan
dapat meminta kekurangan atas kelengkapan
dokumen kepada Direksi.
Direksi harus menyampaikan kelengkapan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal surat permintaan kelengkapan
dokumen  dari Otoritas Jasa  Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Dalam hal Direksi telah —menyampaikan
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan memberikan
persetujuan atau penolakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat permintaan
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum
menerima tanggapan atas permintaan
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kelengkapan  dokumen  dimaksud, Direksi
dianggap membatalkan permohonan persetujuan
untuk melakukan Layanan Pembiayaan Digital
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa
Keuangan menetapkan keputusan persetujuan
untuk melakukan Layanan Pembiayaan Digital
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Perusahaan Pembiayaan.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak
permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara
tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
Selain melakukan Layanan Pembiayaan Digital
melalui Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan
Multiguna tanpa melalui tatap muka secara fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan
Pembiayaan dapat melakukan Layanan
Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7)
tanpa melalui tatap muka secara fisik.

Ketentuan mengenai Layanan Pembiayaan Digital
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Di antara angka 17 dan angka 18 dalam Pasal 5 BAB Il
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 17a sehingga
berbunyi sebagai berikut:

17a. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20A

Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai

Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan

bermotor sampai dengan paling tinggi 3% (tiga

persen), persyaratan Tingkat Kesehatan paling
rendah Peringkat Komposit 2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

dapat  dikecualikan, dengan  menerapkan

ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan

Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai

berikut bagi:

a. kendaraan bermotor roda dua atau tiga,
paling rendah 0% (nol persen);

b. kendaraan bermotor roda empat atau lebih
yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi,
paling rendah 0% (nol persen); atau

c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih
yang digunakan untuk Pembiayaan
Multiguna, paling rendah 0% (nol persen);

dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
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Pemberian besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebesar 0%
(nol persen) dari harga jual kendaraan yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilarang dilakukan kecuali paling tinggi sebesar
20% (dua puluh persen) dari portofolio piutang
pembiayaan Perusahaan Pembiayaan.

Ketentuan Pasal 21 pada angka 18 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(S)

Pasal 21
Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan
Pasal 20A ayat (1) dilakukan setiap tahun dan
dihitung berdasarkan laporan posisi akhir bulan
Desember.
Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan
Pasal 20A ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1
Maret untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berikutnya atau berdasarkan hasil penilaian
terkini Otoritas Jasa Keuangan.
Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan
Pasal 20A ayat (1) dilakukan terhadap harga jual
kendaraan setelah dikurangi potongan harga dan
potongan lain.
Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan
Pasal 20A ayat (1) tidak termasuk angsuran
pertama, biaya survei, provisi, asuransi,
penjaminan, pembebanan agunan, notaris,
dan/atau biaya lain.
Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan
Pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi
pembiayaan tidak diperhitungkan dalam
perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan
Pasal 20A ayat (1).

Ketentuan Pasal 26 pada angka 23 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 26
Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi
risiko pembiayaan.
Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui
mekanisme asuransi yang dikaitkan dengan
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kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai
dengan cara pembiayaan Sewa
Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau
barang yang menjadi agunan dari kegiatan
pembiayaan melalui mekanisme asuransi;
dan/atau

c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak
tanggungan, atau hipotek atas agunan dari
kegiatan pembiayaan.

Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Perusahaan Pembiayaan dapat
melakukan mitigasi risiko pembiayaan tambahan
sepanjang tidak meniadakan kewajiban

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Mitigasi risiko pembiayaan tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

berupa penilaian data historis calon debitur yang

termuat dalam sistem layanan informasi

keuangan.

Dalam hal data historis calon debitur dari sistem

layanan  informasi keuangan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (4):

a. memiliki kualitas piutang pembiayaan selain
kualitas lancar yang tidak material;

b. diketahui masih memiliki kemampuan bayar;

dan

c. masih sesuai risk appetite Perusahaan
Pembiayaan,

Perusahaan Pembiayaan dapat

mempertimbangkan calon debitur untuk
memperoleh penyaluran pembiayaan.

16. Ketentuan Pasal 27 pada angka 24 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 27
Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi
risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib
menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga
penjamin yang memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas
Jasa Keuangan; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif
berupa pembatasan kegiatan usaha atau
pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Jangka waktu pertanggungan asuransi yang
dikaitkan dengan kredit atau penjaminan kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf a wajib paling singkat sama dengan jangka
waktu pembiayaan.
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Pertanggungan asuransi yang dikaitkan dengan

kredit atau penjaminan kredit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib
dilakukan dengan:

a. menggunakan produk asuransi yang
dikaitkan dengan kredit atau penjaminan
kredit yang telah mendapatkan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. memperhatikan prinsip asuransi yang
dikaitkan dengan kredit atau penjaminan
kredit yang berlaku umum dan wajar, serta
didasari itikad baik.

Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan

amortisasi premi atas asuransi yang dikaitkan

dengan kredit terhadap asuransi yang dikaitkan
dengan kredit yang tidak lagi memberikan manfaat
kepada Perusahaan Pembiayaan.

Ketentuan Pasal 29 pada angka 27 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 29

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan mitigasi
risiko dengan cara asuransi yang dikaitkan dengan
kredit, penjaminan kredit, dan/atau asuransi atas
barang yang dibiayai dengan cara pembiayaan
Sewa Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau
barang yang menjadi agunan dari kegiatan
Pembiayaan, wajib memperhitungkan klaim
asuransi yang dikaitkan dengan @ kredit,
penjaminan kredit, dan/atau asuransi atas barang
yang dibiayai dengan cara pembiayaan Sewa
Pembiayaan/Jual dan Sewa-Balik atau barang
yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan
dalam pelunasan piutang.

Dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi
terhadap kewajiban Debitur, Perusahaan
Pembiayaan wajib mengembalikan uang kelebihan
dari hasil klaim asuransi kepada Debitur dalam
jangka  waktu sesuai dengan = perjanjian
pembiayaan.

Ketentuan Pasal 73 pada angka 34 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 73

Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan
penerbitan efek melalui penawaran umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek
melalui penawaran umum paling lambat 2 (dua)
bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang
menyetujui penawaran umum atau penawaran
umum terbatas.
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Laporan rencana penerbitan efek melalui

penawaran umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun sesuai dengan format 1

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disertai dengan melampirkan dokumen:

a. rincian rencana penggunaan dana yang akan
diperoleh dari penawaran umum;

b. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada)
yang paling sedikit memuat informasi
mengenai:

1. Dbesaran emisi efek;

2. rating bagi efek bersifat utang;

3. jangka waktu bagi efek bersifat utang;
dan

4. profil pemegang efek bersifat utang;

c. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun ke
depan;

d. informasi mengenai kejadian dan transaksi
penting setelah tanggal laporan keuangan
yang telah diaudit oleh kantor akuntan
publik;

e. surat pernyataan dari Direksi sesuai dengan
format 2 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penyelenggaraan usaha
perusahaan pembiayaan; dan

f.  surat pernyataan manajemen di bidang
akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor
akuntan publik terkait rencana penerbitan
efek, jika ditemukan adanya kelemahan
pengendalian internal yang ditemukan selama
proses audit.

Berdasarkan laporan rencana penerbitan efek
melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan
mengeluarkan surat pencatatan terhadap laporan
rencana penerbitan efek melalui penawaran umum
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak laporan diterima secara
lengkap.

19. Ketentuan Pasal 76 pada angka 36 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 76
Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan
penerbitan efek bersifat utang tidak melalui
penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf e wajib melaporkan rencana
penerbitan efek paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum penerbitan efek bersifat utang.
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Laporan rencana penerbitan efek bersifat utang

tidak melalui penawaran umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan
format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Laporan rencana penerbitan efek bersifat utang

tidak melalui penawaran umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
melampirkan dokumen:

a. contoh surat efek bersifat utang;

b. rincian rencana penggunaan dana yang akan
diperoleh;

c. rencana memorandum informasi yang akan
ditawarkan, memuat informasi paling sedikit:
1. rencana masa penawaran efek bersifat

utang;

nama efek bersifat utang;

jumlah pokok pendanaan;

jangka waktu pendanaan;

tingkat bunga (jika ada);

agunan (jika ada); dan

. perpajakan;

d. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada)
memuat informasi paling sedikit:

1. besaran emisi efek bersifat utang;

2. rating efek bersifat utang;

3. jangka waktu penerbitan efek bersifat
utang; dan

4. profil pembeli;

e. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun ke
depan;

f. informasi mengenai kejadian dan transaksi
penting setelah tanggal laporan keuangan
yang telah diaudit oleh kantor akuntan
publik;

g. surat pernyataan dari Direksi sesuai dengan
format 4 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penyelenggaraan usaha
perusahaan pembiayaan,;

h. rencana pemeringkat efek bersifat utang dan
agen monitoring yang akan digunakan; dan

i. surat pernyataan manajemen di bidang
akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor
akuntan publik terkait rencana penerbitan
efek, jika ditemukan adanya kelemahan
pengendalian internal yang ditemukan selama
proses audit.

Nk
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Berdasarkan laporan rencana penerbitan efek
bersifat utang tidak melalui penawaran umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa
Keuangan mengeluarkan surat pencatatan
terhadap laporan rencana penerbitan efek bersifat
utang tidak melalui penawaran umum dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak laporan diterima secara lengkap.

Ketentuan Pasal 84 pada angka 41 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(9)

Pasal 84
Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio
Saldo Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal)
neto terhadap total aset (financing to asset ratio)
paling rendah 50% (lima puluh persen).
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah
memperoleh izin usaha pada saat Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan,
ketentuan terkait kewajiban memiliki rasio Saldo
Piutang Pembiayaan (Outstanding Principal) neto
terhadap total aset (financing to asset ratio) paling
rendah 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mulai berlaku
2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini diundangkan.
Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diundangkan, Perusahaan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
memperoleh izin usaha pada saat Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib
memiliki rasio Saldo Piutang Pembiayaan
(Outstanding Principal) neto terhadap total aset
(financing to asset ratio) paling rendah 40% (empat
puluh persen).
Saldo Piutang Pembiayaan neto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari
pengurangan Saldo Piutang Pembiayaan
(Outstanding Principal) dengan cadangan
penyisihan penghapusan piutang pembiayaan
yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan.
Perusahaan  Pembiayaan wajib  memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak
memperoleh izin usaha.
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Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang
melakukan peningkatan modal disetor untuk
pemenuhan ketentuan Modal Inti minimum, rasio
permodalan, gearing ratio, dan perbandingan
Modal Inti dengan modal disetor, Perusahaan
Pembiayaan dikecualikan dari pemenuhan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal peningkatan modal disetor
disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

21. Ketentuan Pasal 113 pada angka 61 dalam Pasal 5 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 113
Perusahaan  Pembiayaan yang  melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 5 ayat
(2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal
15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17
ayat (1), Pasal 17A ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal
19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19A, Pasal
19B ayat (1), Pasal 19C ayat (1), ayat (2), dan ayat
(4), Pasal 19D, Pasal 19E ayat (1), Pasal 19F ayat
(1) dan ayat (3), Pasal 19G ayat (3), Pasal 19H ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 191, Pasal 19J ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 19K ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19L
ayat (1), Pasal 19M ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5), Pasal 20A ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal
23 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 25A ayat (3), Pasal 25C, Pasal 26 ayat (1),
Pasal 27, Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,
Pasal 33A ayat (3) dan ayat (4), Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 38A ayat (3),
Pasal 39 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 40
ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal
44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 49
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1),
Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal
56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1),
Pasal 59, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat
(1), Pasal 67, Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72, Pasal 73
ayat (1), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1), Pasal 77, Pasal
78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80, Pasal 81,
Pasal 82, Pasal 82A, Pasal 83, Pasal 84 ayat (1),
ayat (3), dan ayat (5), Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 86, Pasal 87, Pasal 87A ayat (3), Pasal 88,
Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal
93 ayat (6), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 95
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 96B, Pasal 96C, Pasal
96D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
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ayat (7), Pasal 96E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 96F
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 97 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 98 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), Pasal 104 ayat (1), ayat (2), ayat
(4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 105 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 105A ayat
(1), dan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan
usaha;

pembatasan kegiatan usaha tertentu;
penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
pembatalan persetujuan;

larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan
Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau

g. denda administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sampai huruf g dapat dikenakan
dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Sanksi denda administratif =~ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Perusahaan Pembiayaan yang terlambat
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) huruf a
dan Pasal 104 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling
banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) per laporan.

Perusahaan Pembiayaan dinyatakan terlambat
menyampaikan laporan apabila Perusahaan
Pembiayaan menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat
(1) huruf a, dan Pasal 104 ayat (1) sampai dengan
paling lama 30 hari kalender setelah batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1),
Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 104 ayat (1).
Perusahaan  Pembiayaan dinyatakan  tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1), Pasal 103 ayat (1) huruf a,
dan Pasal 104 ayat (1) apabila Perusahaan
pembiayaan tidak menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1),
Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 104 ayat (1)
sampai dengan paling lama 30 hari kalender
setelah batas waktu.

Perusahaan Pembiayaan yang tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dikenai sanksi administratif sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per
laporan.

o0
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Dalam hal Perusahaan Pembiayaan dan UUS telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut
sanksi administratif.

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun

pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa

Keuangan memberikan sanksi administratif

berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan

sendirinya.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a. menurunkan  hasil penilaian Tingkat
Kesehatan;

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak
utama yang menyebabkan Perusahaan
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dan/atau

c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap
pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan
Perusahaan Pembiayaan melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa
Keuangan.

22. Ketentuan Pasal 5 pada angka 4 dalam Pasal 6 BAB II
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 5
Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan
menggunakan akad:
a. Murabahah,;
b.  Salam; dan/atau
c. Istishna’.
Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
menggunakan akad:
a. Mudharabah;
b. Musyarakah;
c. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
d. Musyarakah Mutanagqgisah.
Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan
menggunakan akad:
jarah;
Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
Ju’alah; dan/atau
g.  Qardh.
Akad Kafalah atau Kafalah bil Ujrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib dilakukan
oleh Perusahaan Syariah melalui gabungan dari
beberapa akad.

;0o Q0 TP
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Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan Pembiayaan Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan

cara:

a. melalui tatap muka secara fisik; atau

b. tanpa melalui tatap muka secara fisik.

Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib dilakukan melalui tatap muka

secara fisik.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat dikecualikan bagi Pembiayaan Investasi

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diberikan kepada Konsumen dengan skala
usaha mikro, kecil dan menengah;

b. nilai Pembiayaan Investasi paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

c. persentase piutang Pembiayaan Investasi
tanpa melalui tatap muka secara fisik paling
tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total
Saldo Aset Produktif (outstanding principal).

23. Ketentuan Pasal 14A pada angka 9 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

24.

Pasal 14A

Untuk melakukan Layanan Pembiayaan Syariah Digital
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

memiliki prosedur operasi standar terkait kegiatan
usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi;
salah satu anggota Direksi dan pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi yang membidangi
pengelolaan sistem informasi wajib memiliki
sertifikat kompetensi kerja di bidang teknologi
informasi;

memiliki pegawai yang memiliki kemampuan
untuk  mengembangkan, mengubah, dan
menghapus Sistem Elektronik yang digunakan
oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c
memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
dan keahlian di bidang teknologi informasi.

Ketentuan Pasal 14H pada angka 9 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14H
Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat melakukan
Layanan Pembiayaan Syariah Digital melalui
Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a dan huruf c tanpa melalui tatap muka
secara fisik.
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Untuk melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah

Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib

mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan.

Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib

mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa

Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang

berisi uraian paling sedikit mengenai:

a. Layanan Pembiayaan Syariah Digital tanpa
melalui tatap muka secara fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang akan
dipasarkan;

b. analisis prospek usaha;

c. mekanisme atau cara Pembiayaan Syariah
yang akan digunakan;

d. hak dan kewajiban para pihak; dan

e. contoh perjanjian Pembiayaan Syariah yang
akan digunakan.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan,
permintaan kelengkapan dokumen, atau
penolakan atas permohonan = sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima.

Dalam memberikan persetujuan, permintaan

kelengkapan dokumen, atau penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas

Jasa Keuangan melakukan:

a. analisis atas kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. analisis pemenuhan ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

c. analisis kelayakan Layanan Pembiayaan
Syariah Digital yang diajukan.

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan

dapat meminta kekurangan atas kelengkapan
dokumen kepada Direksi.

Direksi harus menyampaikan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung

sejak tanggal surat permintaan kelengkapan
dokumen dari Otoritas Jasa  Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Dalam hal Direksi telah menyampaikan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan memberikan
persetujuan atau penolakan sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal surat permintaan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan belum
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menerima tanggapan atas permintaan
kelengkapan  dokumen  dimaksud, Direksi
dianggap membatalkan permohonan persetujuan
untuk melakukan Layanan Pembiayaan Syariah
Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disetujui, Otoritas Jasa
Keuangan menetapkan keputusan persetujuan
untuk melakukan Layanan Pembiayaan Syariah
Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Perusahaan Pembiayaan.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak
permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara
tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
Selain melakukan Layanan Pembiayaan Syariah
Digital melalui Pembiayaan Jual Beli dan
Pembiayaan Jasa tanpa melalui tatap muka secara
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perusahaan Pembiayaan Syariah dapat melakukan
Layanan Pembiayaan Syariah Digital melalui
Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) tanpa melalui tatap muka
secara fisik.

Ketentuan mengenai Layanan Pembiayaan Syariah
Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Di antara angka 10 dan angka 11 dalam Pasal 6 BAB II
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a sehingga
berbunyi sebagai berikut:

10a. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)

(1)

pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15A
Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS yang
mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah
Neto wuntuk Pembiayaan Syariah kendaraan
bermotor sampai dengan paling tinggi 3% (tiga
persen), persyaratan Tingkat Kesehatan paling
rendah Peringkat Komposit 2 atau persyaratan
peringkat faktor profil risiko paling rendah 2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dan ayat (2) dapat dikecualikan, dengan
menerapkan ketentuan besaran Uang Muka
Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor kepada
Konsumen sebagai berikut bagi:
a. kendaraan bermotor roda dua atau tiga,
paling rendah 0% (nol persen);
b. kendaraan bermotor roda empat atau lebih
yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi,
paling rendah 0% (nol persen); atau
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c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih
yang digunakan untuk Pembiayaan
Multiguna, paling rendah 0% (nol persen);

dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Pemberian besaran Uang Muka Pembiayaan

Kendaraan Bermotor kepada Konsumen sebesar

0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang

bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilarang dilakukan kecuali paling tinggi sebesar

20% (dua puluh persen) dari portofolio piutang

pembiayaan Perusahaan Syariah.

Ketentuan Pasal 16 pada angka 11 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(5)

Pasal 16
Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) dan Pasal 15A ayat (1) dihitung
berdasarkan laporan posisi akhir bulan Desember.
Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) dan Pasal 15A ayat (1) mulai berlaku pada
tanggal 1 Maret untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berikutnya atau berdasarkan hasil penilaian
terkini Otoritas Jasa Keuangan.
Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan
Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) dan Pasal 15A ayat (1) dilakukan terhadap
harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan
harga dan potongan lain.
Perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan
Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) dan Pasal 15A ayat (1) tidak termasuk
angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi
syariah, penjaminan syariah, fidusia, notaris,
dan/atau biaya lain.
Biaya insentif yang diberikan oleh Perusahaan
Syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi
Pembiayaan Syariah tidak diperhitungkan dalam
perhitungan besaran Uang Muka Pembiayaan
Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan
ayat (5) dan Pasal 15A ayat (1).

Ketentuan Pasal 21 pada angka 16 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21
Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi
risiko pembiayaan syariah.
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Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah
melalui asuransi syariah yang dikaitkan
dengan Pembiayaan Syariah atau melalui
mekanisme penjaminan syariah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan
Pembiayaan Syariah melalui mekanisme
asuransi syariah; dan/atau

c. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak
tanggungan, atau hipotek atas agunan dari
kegiatan pembiayaan syariah.

Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Perusahaan Syariah dapat melakukan

mitigasi risiko Pembiayaan Syariah tambahan
sepanjang tidak meniadakan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Mitigasi risiko pembiayaan tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

berupa penilaian data historis calon Konsumen
yang termuat dalam sistem layanan informasi
keuangan.

Dalam hal data historis calon debitur dari sistem

layanan  informasi keuangan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (4):

a. memiliki kualitas piutang pembiayaan selain
kualitas lancar yang tidak material;

b. diketahui masih memiliki kemampuan bayar;
dan

c. masih sesuai risk appetite Perusahaan
Syariah,

Perusahaan Syariah dapat mempertimbangkan

calon Konsumen untuk memperoleh penyaluran

pembiayaan.

28. Ketentuan Pasal 22 pada angka 17 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 22
Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi
risiko dengan cara pengalihan risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib
menggunakan perusahaan asuransi syariah atau
lembaga penjamin syariah yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas
Jasa Keuangan; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi administratif
berupa pembatasan kegiatan usaha atau
pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa
Keuangan.
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(2) Jangka waktu asuransi syariah yang dikaitkan
dengan Pembiayaan Syariah atau penjaminan
syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a wajib paling singkat sama dengan
jangka waktu Pembiayaan Syariah.

(3) Pertanggungan asuransi syariah yang dikaitkan
dengan Pembiayaan Syariah atau penjaminan
syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a wajib dilakukan dengan:

a. menggunakan produk asuransi syariah yang
dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah atau
penjaminan syariah yang telah mendapatkan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. memperhatikan prinsip asuransi syariah yang
dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah atau
penjaminan syariah yang berlaku umum dan
wajar, serta didasari itikad baik.

(4) Perusahaan Syariah dilarang  melakukan
amortisasi kontribusi atas asuransi syariah yang
dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah terhadap
asuransi syariah yang dikaitkan dengan
Pembiayaan Syariah yang tidak lagi memberikan
manfaat kepada Perusahaan Syariah.

Ketentuan Pasal 22B pada angka 18 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B
Perusahaan Syariah dilarang menggunakan mekanisme
asuransi syariah yang dikaitkan dengan Pembiayaan
Syariah atau penjaminan syariah yang membatasi nilai
klaim asuransi syariah yang dikaitkan dengan
Pembiayaan Syariah sebesar persentase tertentu dari
nilai kontribusi.

Ketentuan Pasal 24 pada angka 20 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan mitigasi
risiko dengan cara asuransi syariah yang dikaitkan
dengan Pembiayaan Syariah, penjaminan syariah,
dan/atau asuransi syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, wajib
memperhitungkan hasil klaim asuransi syariah
yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah,
penjaminan syariah, dan/atau asuransi syariah
atas barang yang dibiayai atau barang yang
menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah
dalam pelunasan piutang.

(2) Dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi
syariah terhadap kewajiban Konsumen,
Perusahaan Syariah wajib mengembalikan uang
kelebihan dari hasil klaim asuransi syariah kepada
Konsumen dalam jangka waktu sesuai dengan
perjanjian pembiayaan syariah.
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Ketentuan Pasal 70 pada angka 27 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 70

Perusahaan Syariah yang akan melakukan
penerbitan efek syariah melalui penawaran umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek
syariah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rapat
umum pemegang saham yang menyetujui
penawaran umum atau penawaran umum
terbatas.

Laporan rencana penerbitan efek syariah melalui

penawaran umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun sesuai dengan format 1

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan

syariah dan unit usaha syariah perusahaan
pembiayaan.

Laporan rencana penerbitan efek syariah melalui

penawaran umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen:

a. rincian rencana penggunaan dana yang akan
diperoleh dari penawaran umum;

b. riwayat penerbitan efek syariah sebelumnya
(jika ada) yang paling sedikit memuat
informasi mengenai:

1. besaran emisi efek syariah;

2. rating bagi efek syariah bersifat utang;

3. jangka waktu bagi efek syariah bersifat
utang; dan

4. profil pemegang efek bersifat utang;

c. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun
kedepan;

d. informasi mengenai kejadian dan transaksi
penting setelah tanggal laporan keuangan
yang telah diaudit oleh kantor akuntan
publik;

e. surat pernyataan dari Direksi dan Direksi
pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki
UUS sesuai dengan format 2 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penyelenggaraan usaha perusahaan
pembiayaan syariah dan unit usaha syariah
perusahaan pembiayaan;

f. opini dari dewan pengawas syariah
sehubungan dengan penerbitan efek syariah
melalui penawaran umum; dan

g. surat pernyataan manajemen di bidang
akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor
akuntan publik terkait rencana penerbitan
efek, jika ditemukan adanya kelemahan
pengendalian internal yang ditemukan selama
proses audit.
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Berdasarkan laporan rencana penerbitan efek
syariah melalui penawaran umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan
mengeluarkan surat persetujuan terhadap laporan
rencana penerbitan efek syariah melalui
penawaran umum dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
laporan diterima secara lengkap.

Ketentuan Pasal 73 pada angka 29 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 73

Perusahaan Syariah yang akan melakukan

penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)

huruf e wajib melaporkan rencana penerbitan

sukuk tidak melalui penawaran umum paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan sukuk.

Laporan rencana penerbitaan sukuk tidak melalui

penawaran umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun sesuai dengan format 3

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan

syariah dan wunit usaha syariah perusahaan
pembiayaan.

Laporan rencana penerbitaan sukuk tidak melalui

penawaran umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disertai dengan melampirkan dokumen:

a. contoh surat sukuk yang diterbitkan tidak
melalui penawaran umum;

b. rincian rencana penggunaan dana yang akan
diperoleh;

c. rencana memorandum informasi yang akan
ditawarkan, memuat informasi paling sedikit:

rencana masa penawaran sukuk;

nama sukuk;

jumlah pokok pendanaan;

jangka waktu pendanaan;

nisbah, margin, dan/atau imbal jasa

(jika ada);

6. agunan (jika ada); dan
7. perpajakan;

d. riwayat penerbitan sukuk sebelumnya (jika

ada) memuat informasi paling sedikit:

1. besaran emisi sukuk;

2. rating sukuk;

3. jangka waktu penerbitan sukuk; dan
4. profil pembeli;

e. proyeksi laporan keuangan 3 (tiga) tahun
kedepan;

f.  informasi mengenai kejadian dan transaksi
penting setelah tanggal laporan keuangan
yang telah diaudit oleh kantor akuntan
publik;

nhwn -
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g. surat pernyataan dari Direksi dan Direksi
pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki
UUS sesuai dengan format 4 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penyelenggaraan usaha perusahaan
pembiayaan syariah dan unit usaha syariah
perusahaan pembiayaan;

h. rencana pemeringkat sukuk dan agen
monitoring yang akan digunakan; dan

i. surat pernyataan manajemen di bidang
akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor
akuntan publik terkait rencana penerbitan
efek, jika ditemukan adanya kelemahan
pengendalian internal yang ditemukan selama
proses audit.

Berdasarkan laporan rencana penerbitan sukuk
tidak melalui penawaran umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan
mengeluarkan  surat  pencatatan  terhadap
pelaporan rencana penerbitan sukuk tidak melalui
penawaran umum dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
laporan diterima secara lengkap.

Ketentuan Pasal 81 pada angka 34 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 81
Perusahaan Syariah wajib memiliki rasio Saldo
Aset Produktif (Outstanding Principal) neto
terhadap total aset (financing to asset ratio) paling
rendah 50% (lima puluh persen) dari total aset.
Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh
izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini diundangkan, ketentuan terkait
kewajiban memiliki rasio Saldo Aset Produktif
(Outstanding Principal) neto terhadap total aset
(financing to asset ratio) paling rendah 50% (lima
puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan mulai berlaku 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini diundangkan.
Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diundangkan, Perusahaan Syariah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang telah memperoleh izin
usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini diundangkan wajib memiliki rasio
Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal) neto
terhadap total aset (financing to asset ratio) paling
rendah 40% (empat puluh persen).
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Saldo Aset Produktif neto sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan
Saldo Aset Produktif (Outstanding Principal)
dengan cadangan penyisihan penghapusan aset
produktif yang telah dibentuk oleh Perusahaan
Syariah.

Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak memperoleh
izin usaha.

Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan
peningkatan modal disetor atau modal kerja untuk
pemenuhan ketentuan Modal Inti minimum, rasio
permodalan, gearing ratio, dan perbandingan
Modal Inti dengan modal disetor atau modal kerja,
Perusahaan Syariah dikecualikan dari pemenuhan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal peningkatan modal disetor
atau modal kerja disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Ketentuan rasio aset produktif terhadap total aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
bagi UUS yang dalam penyelesaian.

34. Ketentuan Pasal 110 pada angka 54 dalam Pasal 6 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 110
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan/atau
Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal
S ayat (4) dan ayat (6), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat
(3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1),
ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 12A ayat (5),
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4), Pasal 14A, Pasal 14B ayat (1), Pasal 14C
ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 14D, Pasal 14E
ayat (1), Pasal 14F ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14G
ayat (3), Pasal 14H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 141,
Pasal 14J ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14K ayat (1)
dan ayat (3), Pasal 14L ayat (1), Pasal 14M ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (2),
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15A ayat (2),
Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5),
Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A ayat (3),
Pasal 20C, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 22A,
Pasal 22B, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1),
Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (5), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 38
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41
ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 46 ayat (1)
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dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49,
Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat
(1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56,
Pasal 61 ayat (1), Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), Pasal
64, Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat
(4), Pasal 67, Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 72,
Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (1), Pasal
76 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80,
Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 82
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 84A
ayat (3),Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat
(1), Pasal 88, Pasal 90 ayat (6), Pasal 91 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3), Pasal
93B, Pasal 93C, Pasal 93D ayat (1), ayat (2), ayat
(3), syat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 93E ayat
(1) dan ayat (3), Pasal 93F ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 95
ayat (1), Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6), Pasal 102 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), dan Pasal 103A ayat (1), dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan
usaha;
C pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e pembatalan persetujuan;
f larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan
Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sampai huruf h dapat dikenakan
dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Sanksi denda administratif =~ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Perusahaan Syariah yang terlambat
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a
dan ayat (2), dan Pasal 101 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan
dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) per laporan.
Perusahaan  Syariah  dinyatakan  terlambat
menyampaikan laporan apabila Perusahaan
Syariah menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat
(1) huruf a dan ayat (2), dan Pasal 101 ayat (1)
sampai dengan paling lama 30 hari kerja setelah
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a dan ayat (2),
dan Pasal 101 ayat (1).

(6) Perusahaan Syariah dinyatakan tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a
dan ayat (2), dan Pasal 101 ayat (1) apabila
Perusahaan pembiayaan tidak menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1), Pasal 100 ayat (1) huruf a dan ayat (2),
dan Pasal 101 ayat (1) sampai dengan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu.

(7) Perusahaan Pembiayaan yang tidak
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dikenai sanksi administratif sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per
laporan.

(8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah
dan/atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki
UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan
mencabut sanksi administratif.

(9) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa
Keuangan memberikan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan
sendirinya.

(10) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan  hasil penilaian Tingkat

Kesehatan;

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak
utama yang menyebabkan Perusahaan
Syariah melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan/atau

c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap
pihak terkait Perusahaan Syariah yang
menyebabkan Perusahaan Syariah melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa
Keuangan.

35. Ketentuan Pasal 2 pada angka 2 dalam Pasal 8 BAB III
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur meliputi:
a. pemberian pinjaman langsung (direct lending)
untuk Pembiayaan Infrastruktur;
b. refinancing atas Infrastruktur yang telah
dibiayai pihak lain;
c. pemberian Pembiayaan subordinasi yang
berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
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d. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang
berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur
setelah memperoleh persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan; dan/atau

e. kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang
tidak berkaitan dengan Pembiayaan
Infrastruktur berdasarkan penugasan
pemerintah.

Pembiayaan subordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c¢, merupakan bentuk

pemberian Pembiayaan dengan kriteria:

a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima)
tahun;

b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku
paling akhir dari segala pembiayaan yang ada;

dan
c. dituangkan dalam perjanjian tertulis antara
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

dengan debitur.
Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
melakukan kegiatan usaha berdasarkan
penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur wajib melaporkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan mengenai dampak pelaksanaan
tugas dari pemerintah terhadap:
a. kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur; dan
b. pemenuhan ketentuan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini,
dalam jangka waktu paling lama S (lima) hari kerja
terhitung sejak Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur mendapat penugasan pemerintah.
Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur dapat melakukan:
pemberian dukungan Pembiayaan;
pemberian jasa konsultasi;
penyertaan modal;
upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan
dengan Pembiayaan Infrastruktur;
e. pemberian fasilitas pengembangan proyek;
dan/atau
f.  pemberian bantuan teknis.
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) dapat dilakukan
berdasarkan Prinsip Syariah oleh Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur yang seluruh kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau
dengan membentuk UUS.

oo
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Penyelenggaraan kegiatan wusaha berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib memenuhi ketentuan:

a. prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan
(tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan
universalisme (alamiyah);

b. tidak mengandung hal yang diharamkan; dan

c. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai
dengan fatwa dan/atau pernyataan
kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah setelah
memperoleh opini DPS.

36. Ketentuan Pasal 43E pada angka 17 dalam Pasal 8 BAB
II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(4)

Pasal 43E

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib

melakukan mitigasi risiko Pembiayaan.

Mitigasi risiko Pembiayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mengalihkan risiko Pembiayaan melalui
mekanisme penjaminan Infrastruktur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

b. mengalihkan risiko Pembiayaan melalui
mekanisme asuransi yang dikaitkan dengan
kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan
Pembiayaan melalui mekanisme asuransi;
dan/atau

d. melakukan pembebanan hak tanggungan,
hipotek, gadai, resi gudang, dan/atau
jaminan fidusia atas agunan dari kegiatan
Pembiayaan.

Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

dapat melakukan mitigasi risiko Pembiayaan
tambahan sepanjang tidak meniadakan kewajiban
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Mitigasi risiko pembiayaan tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

berupa penilaian data historis calon debitur yang
termuat dalam sistem layanan informasi
keuangan.

Dalam hal data historis calon debitur dari sistem

layanan informasi keuangan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (4):

a. memiliki kualitas piutang pembiayaan selain
kualitas lancar yang tidak material;

b. diketahui masih memiliki kemampuan bayar;
dan
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c. masih sesuai risk appetite Perusahaan
Pembiayaan,

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat

mempertimbangkan calon debitur untuk

memperoleh penyaluran pembiayaan.

37. Ketentuan Pasal 71 pada angka 41 dalam Pasal 8 BAB
IIT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 71

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 3 ayat (2),
Pasal 4 ayat (1) huruf u, Pasal 4A, Pasal 4B ayat
(1), Pasal 7 ayat (7), Pasal 7A ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), Pasal 7B ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf e,
Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18E
ayat (4) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20,
Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23,
Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan ayat (4),
Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1),
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6),
Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2),
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal
39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41
ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43A
ayat (3), Pasal 43C, Pasal 43D ayat (1), Pasal 43E
ayat (1), Pasal 45A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 46
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 47A ayat (1)
dan ayat (3), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
49 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51
ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 56 ayat
(4), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), dan ayat (5), Pasal
60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (4), Pasal 64,
Pasal 65 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 68
ayat (1), Pasal 69A ayat (1) dan ayat (7), Pasal 69B
ayat (1), dan ayat (10), Pasal 69E, Pasal 690 ayat
(3), Pasal 69T ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 73A
ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan

usaha;

c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;

d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;

e. pembatalan persetujuan;

f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan
Komisaris, dan/atau DPS;

g. denda administratif; dan/atau

h. pencabutan izin UUS.
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sampai huruf g dapat dikenakan
dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi denda administratif = sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif tambahan berupa denda
administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

(4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan
mencabut sanksi administratif.

(5) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang
melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 7B
ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24 ayat
(1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47A ayat (3), Pasal 49
ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal
52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 60
ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 64 ayat (2), dikenai
sanksi administratif berupa denda administratif
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per
hari keterlambatan dan paling banyak sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa
Keuangan memberikan sanksi administratif
berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan
sendirinya.

(7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan  hasil penilaian Tingkat

Kesehatan;

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak
utama yang menyebabkan Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); dan/atau

c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap
pihak yang menyebabkan Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa
Keuangan.

38. Ketentuan Pasal 10 pada angka 10 dalam Pasal 10 BAB
IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
Ketentuan mengenai kepemilikan warga negara asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f
dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan
dengan ketentuan:



- 45 -

kepemilikan asing PMV atau PMVS baik secara
langsung maupun tidak langsung dilarang
melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari
modal disetor PMV atau PMVS;
PMV atau PMVS yang telah memperoleh izin usaha
pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
diundangkan dan memiliki kepemilikan asing baik
secara langsung maupun tidak langsung melebihi
85% (delapan puluh lima persen) dikecualikan dari
batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sepanjang tidak melakukan
perubahan kepemilikan;
batasan kepemilikan asing pada PMV atau PVMS
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
berlaku bagi PMV atau PVMS yang merupakan
perseroan terbuka dan memperdagangkan
sahamnya di bursa;
terdapat kondisi PMV atau PVMS yang
membutuhkan penambahan modal dari pemegang
saham asing karena
1. tidak memenuhi ketentuan gearing ratio, rasio
Ekuitas terhadap modal disetor, atau modal
minimum; dan/atau
2. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat
mengganggu keberlangsungan usaha PMV
dan PVMS,
batasan kepemilikan asing pada PMV dan PVMS
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
dilampaui; dan
dalam hal terdapat pelampauan Dbatasan
kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada
huruf d, PMV atau PVMS wajib menyesuaikan
batas kepemilikan asing dalam jangka waktu
sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan
asing yang disetujui oleh OJK dengan ketentuan
paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan
kepada OJK.

39. Ketentuan Pasal 34A pada angka 16 dalam Pasal 10
BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 34A
Perubahan kepemilikan PMV atau PMVS berupa
pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan
PSP wajib memperoleh persetujuan dari OJK.
Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan
perubahan pemegang saham selain PSP pada
Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan
terbuka wajib dilaporkan kepada OJK.
Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimuat
dalam rencana bisnis PMV atau PMVS
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga
jasa keuangan nonbank.
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(4) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman
rencana perubahan kepemilikan dalam rencana
bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan bagi PMV atau PMVS yang akan
melakukan  perubahan  kepemilikan untuk
memenuhi:

a. gearing ratio;

b. rasio Ekuitas terhadap modal disetor;
dan/atau

c. Ekuitas minimum,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha

perusahaan modal ventura dan perusahaan modal

ventura syariah.

(5) Setiap perubahan kepemilikan berupa
pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan
PSP harus memperoleh persetujuan di dalam
RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari OJK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya
penambahan modal disetor, penambahan modal
disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam
bentuk:

a. setoran tunai;

b. konversi/pengalihan saldo laba;

c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
d. saham bonus.

Ketentuan Pasal 34B pada angka 16 dalam Pasal 10
BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

(1) Dalam hal PMV atau PMVS memperdagangkan
sahamnya di bursa efek, pengurangan atau
penambahan  modal disetor yang  tidak
mengakibatkan perubahan PSP, wajib dilaporkan
kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal perubahan modal disetor
yang tidak mengakibatkan perubahan PSP.

(2) Penyampaian laporan penambahan modal disetor
yang tidak mengakibatkan perubahan PSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilengkapi paling sedikit:

a. salinan akta perubahaan anggaran dasar
terakhir yang telah disahkan disertai dengan
bukti persetujuan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum;

b. bukti setoran penambahan modal disetor,
dalam hal terdapat setoran tunai;

c. rekening koran PMV atau PMVS yang
menunjukkan adanya penambahan modal
disetor, dalam hal terdapat setoran tunai; dan
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d. laporan keuangan Perusahaan posisi sebelum
dan setelah penambahan modal disetor yang
telah disetujui oleh Direksi.

Penyampaian laporan pengurangan modal disetor

yang tidak mengakibatkan perubahan PSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilengkapi paling sedikit:

a. salinan akta perubahaan anggaran dasar
terakhir yang telah disahkan disertai dengan
bukti persetujuan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum;

b. bukti pengembalian modal disetor, dalam hal
terdapat pengembalian dana;

c. rekening koran PMV atau PMVS yang
menunjukkan adanya pengembalian modal
disetor, dalam hal terdapat pengembalian
dana; dan

d. laporan keuangan Perusahaan posisi sebelum
dan setelah pengurangan modal disetor yang
telah disetujui oleh Direksi.

Pengurangan atau penambahan modal disetor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimuat dalam rencana bisnis PMV atau PMVS
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga

jasa keuangan nonbank.

41. Ketentuan Pasal 34D pada angka 16 dalam Pasal 10
BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 34D

Untuk memperoleh persetujuan perubahan
kepemilikan  berupa  pengambilalihan yang
mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), Direksi harus
menyampaikan permohonan persetujuan
perubahan kepemilikan kepada OJK dengan
melampirkan dokumen:

a. daftar pemegang saham disertai rincian
besarnya masing-masing kepemilikan saham
sampai dengan pemegang saham terakhir
dan/atau pemilik manfaat serta daftar
perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang
saham, bagi PMV atau PMVS berbentuk
badan hukum perseroan terbatas;

b. daftar anggota disertai jumlah simpanan
pokok dan simpanan wajib dari masing-
masing anggota, bagi PMV atau PMVS
berbentuk badan hukum koperasi;

c. rancangan akta risalah RUPS dan/atau
perubahan anggaran dasar, yang menyetujui
perubahan kepemilikan;

d. rancangan akta pemindahan hak atas saham,
jika terdapat pemindahan hak atas saham
selain karena jual beli;
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rancangan akta jual beli saham, jika terjadi

jual beli saham antara para pemegang saham;

data calon pemegang saham selain PSP sesuai
dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, jika
perubahan  kepemilikan  mengakibatkan
adanya pemegang saham baru selain PSP;
surat pernyataan pemegang saham atau calon
pemegang saham yang menyatakan bahwa:

1. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari kegiatan pencucian
uang, pendanaan terorisme, dan
kejahatan keuangan lain; dan

2. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari pinjaman,

disertai dengan bagan alur aliran dana
sebagai sumber dana secara utuh yang
dilengkapi dengan dokumen pendukung;
fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2
(dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya
penyertaan modal dan dokumen lain yang
menunjukkan kemampuan keuangan serta
sumber dana calon pemegang saham orang
perseorangan, jika perubahan kepemilikan
mengakibatkan adanya pemegang saham
dan/atau PSP baru yang merupakan orang
perseorangan, atas penyertaan modal melalui
setoran tunai/konversi pinjaman/pembelian
saham;

laporan keuangan konsolidasi dan

nonkonsolidasi yang telah diaudit oleh

akuntan publik dan laporan keuangan bulan
terakhir, jika  perubahan  kepemilikan
diakibatkan adanya penyertaan modal oleh
pemegang saham berbentuk badan hukum,
atas penyertaan modal melalui setoran
tunai/konversi pinjaman/pembelian saham;
fotokopi laporan keuangan PMV atau PMVS
yang telah diaudit oleh akuntan publik
sebelum penambahan modal disetor, jika
perubahan kepemilikan diakibatkan oleh
penambahan modal disetor dan akan
dilakukan dalam bentuk:

1. konversi/pengalihan saldo laba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A
ayat (6) huruf b;

2. konversi/pengalihan pinjaman
sebagaimana dimaksud dalam 34A ayat
(6) huruf c; dan/atau

3. saham bonus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34A ayat (6) huruf d;

fotokopi rekening koran PMV atau PMVS yang

menunjukkan penerimaan pinjaman, jika
perubahan kepemilikan dilakukan dalam
bentuk konversi pinjaman;
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L. bukti penempatan dana dalam escrow account
dan/atau deposito berjangka, jika perubahan
kepemilikan dilakukan melalui setoran
tunai/pembelian saham;

m. fotokopi perjanjian kerja sama antara
pemegang saham yang berbentuk badan
hukum asing dengan pemegang saham
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf i, bagi permohonan
persetujuan perubahan kepemilikan yang
terdapat pemegang saham baru berbentuk
badan hukum asing; dan

n. rencana penyesuaian batas kepemilikan asing
yang telah disetujui oleh OJK jika terdapat
pelampauan batasan kepemilikan asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) hurufe.

Dalam hal perubahan kepemilikan saham

mengakibatkan adanya PSP baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), OJK
melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
kepada calon PSP.

Dalam hal perubahan kepemilikan saham oleh

PMV atau PMVS yang telah mendapatkan izin

usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini diundangkan dan perubahan kepemilikan
tersebut dilakukan melalui pengambilalihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1),

rencana perubahan kepemilikan tersebut harus

memuat pula peningkatan modal disetor paling
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).

Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

bersamaan dengan  permohonan  penilaian
kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP PMV
atau PMVS.

PMV atau PMVS yang melakukan perubahan

kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34A ayat (2) wajib melaporkan kepada OJK dalam
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
terhitung sejak dilakukan perubahan kepemilikan.

Direksi harus menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK

dengan melampirkan dokumen:

a. struktur kepemilikan disertai rincian
besarnya masing-masing kepemilikan saham
sampai dengan pemegang saham terakhir
(ultimate shareholder) dan/atau pemilik
manfaat (beneficial owner) baik sebelum
maupun setelah perubahan kepemilikan;

b. salinan akta risalah RUPS dan/atau
perubahan anggaran dasar bagi PMV atau
PMVS berbadan hukum perseroan terbatas
atau yang setara bagi badan hukum
berbentuk koperasi;
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salinan akta pemindahan hak atas saham,
jika terdapat pemindahan hak atas saham
selain karena jual beli;
salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli
saham antara para pemegang saham;
fotokopi bukti setoran penambahan modal
disetor, jika penambahan modal disetor yang
dilakukan melalui setoran tunai dalam
bentuk:

1. rekening koran pemegang saham yang
menunjukkan adanya dana keluar ke
PMV atau PMVS sebagai setoran modal,
dan

2. rekening koran PMV atau PMVS yang
menunjukkan adanya dana masuk dari
pemegang saham sebagai setoran modal;

bukti penempatan modal disetor atas nama

PMV atau PMVS yang bersangkutan pada:

1. salah satu bank umum atau bank umum
syariah di Indonesia bagi PMV; atau

2. salah satu bank umum syariah atau unit
usaha syariah dari bank umum di
Indonesia bagi PMVS,

dalam hal perubahan kepemilikan
diakibatkan oleh adanya penambahan modal
disetor yang dilakukan melalui setoran tunai;
bukti penempatan dana pada rekening
pemegang saham penjual dan rekening koran
pemegang saham pembeli jika perubahan
kepemilikan diakibatkan jual beli;

surat pernyataan pemegang saham atau calon

pemegang saham yang menyatakan bahwa:

1. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari kegiatan pencucian
uang, pendanaan terorisme, pendanaan
proliferasi senjata pemusnah massal,
dan kejahatan keuangan lain; dan

2. sumber dana untuk penyertaan modal
tidak berasal dari pinjaman,

disertai dengan bagan alur aliran dana

sebagai sumber dana secara utuh yang

dilengkapi dengan dokumen pendukung.

laporan keuangan pemegang saham yang
ditandatangani oleh Direksi untuk periode
setelah  perubahan  kepemilikan  yang
diakibatkan oleh penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat

(2);

laporan keuangan pemegang saham

berbentuk badan hukum yang melakukan

penambahan modal disetor yang telah diaudit
oleh akuntan publik atau disusun oleh kantor
jasa akuntan; dan

laporan keuangan bulanan terakhir sebelum

penambahan modal disetor yang telah

ditandatangani oleh Direksi.
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(7) Dalam hal laporan perubahan kepemilikan
diketahui tidak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, Perusahaan wajib
menyesuaikan akta jual beli atau akta RUPS yang
telah menyetujui perubahan kepemilikan.

Ketentuan Pasal 34G pada angka 16 dalam Pasal 10
BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34G

(1) PMV atau PMVS yang mendapat persetujuan
perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34E ayat (1) wajib melaporkan
pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya surat penerimaan
pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

(2) Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:

a. salinan akta risalah RUPS dan/atau
perubahan anggaran dasar bagi PMV atau
PMVS berbadan hukum perseroan terbatas
atau yang setara bagi badan hukum
berbentuk  koperasi, yang menyetujui
perubahan kepemilikan, dan disertai dengan
surat penerimaan pemberitahuan dari
instansi berwenang;

b. salinan akta pemindahan hak atas saham,
jika terdapat pemindahan hak atas saham
selain karena jual beli;

c. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli
saham antara para pemegang saham;

d. fotokopi bukti setoran penambahan modal
disetor, jika penambahan modal disetor
dilakukan dalam bentuk setoran tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat
(6) huruf a, dalam bentuk:

1. rekening koran PMV atau PMVS yang
menunjukkan adanya dana masuk dari
pemegang saham sebagai setoran modal;

2. rekening koran pemegang saham yang
menunjukkan adanya dana keluar ke
PMV atau PMVS sebagai setoran modal;
dan

3. bukti penempatan modal disetor atas
nama PMV atau PMVS yang
bersangkutan pada:

a) salah satu bank umum atau bank
umum syariah di Indonesia bagi
PMV; atau

b) salah satu bank umum syariah atau
unit usaha syariah dari bank umum
di Indonesia bagi PMVS,

dalam hal perubahan kepemilikan

diakibatkan oleh adanya penambahan
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modal disetor yang dilakukan melalui
setoran tunai;

e. bukti penempatan dana pada rekening
pemegang saham penjual dan rekening koran
pemegang saham pembeli, jika perubahan
kepemilikan diakibatkan jual beli; dan

f. laporan keuangan PMV atau PMV setelah
penambahan modal disetor yang
ditandatangani Direksi PMV atau PMVS, jika
perubahan kepemilikan disertai dengan
adanya penambahan modal disetor dilakukan
dalam bentuk:

1. konversi/pengalihan saldo laba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A
ayat (6) huruf b;

2. konversi/pengalihan pinjaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A
ayat (6) huruf c; dan/atau

3. saham bonus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34A ayat (6) huruf d.

43. Ketentuan Pasal 42 pada angka 24 dalam Pasal 10 BAB
IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) PMV atau PMVS yang telah mendapatkan
persetujuan Penggabungan atau Peleburan dari
OJK harus melaksanakan Penggabungan atau
Peleburan tersebut paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal surat
persetujuan OJK.

(2) Dalam hal realisasi rencana Penggabungan atau
Peleburan tidak sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat
persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.

(3) PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan
wajib melaporkan Penggabungan secara tertulis
kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan
atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari instansi berwenang.

(4) PMV atau PMVS hasil Peleburan wajib melaporkan
Peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama
10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya persetujuan atau pemberitahuan
perubahan anggaran dasar dari instansi
berwenang.

(5) Laporan Penggabungan atau Peleburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
disusun sesuai dengan format 26 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan
kelembagaan perusahaan modal ventura.

(6) Laporan Penggabungan atau Peleburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai
dengan melampirkan dokumen:
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untuk Penggabungan:

1. akta perubahan anggaran dasar PMV
atau PMVS yang menerima
Penggabungan yang telah disetujui atau
dicatat oleh instansi yang berwenang;

2. akta Penggabungan yang telah disetujui
atau dicatat oleh instansi yang
berwenang;

3. daftar rincian Kantor Cabang beserta
alamat lengkap;

4. dokumen yang menyatakan bahwa PMV
atau PMVS yang menggabungkan diri
tidak mempunyai utang pajak dari
instansi yang berwenang; dan

S. neraca penutupan dari PMV atau PMVS
yang menggabungkan diri; atau

untuk Peleburan:

1. akta risalah RUPS;

2. akta Peleburan yang telah disetujui atau
dicatat oleh instansi yang berwenang;

3. akta Pendirian PMV atau PMVS hasil
peleburan yang telah disetujui atau
dicatat oleh instansi yang berwenang;

4. daftar kepemilikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;

S. daftar rincian Kantor Cabang beserta
alamat lengkap;

6. dokumen yang menyatakan bahwa PMV
atau PMVS yang meleburkan diri tidak
mempunyai utang pajak dari instansi
yang berwenang; dan

7. neraca penutupan dari PMV atau PMVS
yang meleburkan diri.

Berdasarkan laporan Penggabungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a, OJK:

a.

b.

melakukan penelitian atas kelengkapan dan
kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a angka 1 sampai dengan
angka 6; dan

mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang
menggabungkan diri.

Berdasarkan laporan Peleburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b, OJK:

a.

melakukan penelitian atas kelengkapan dan
kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b angka 1 sampai dengan
angka 6;

mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang
meleburkan diri; dan

memberikan persetujuan atau penolakan izin
usaha kepada PMV atau PMVS yang
merupakan hasil Peleburan.

Pemberian persetujuan atau penolakan izin usaha
dalam Peleburan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf c dilakukan paling lama 30 hari kerja
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setelah pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diterima secara lengkap.

Dalam hal OJK menolak untuk menetapkan izin
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf
c, penolakan tersebut disertai dengan penjelasan
secara tertulis.

Sebelum persetujuan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf c diberikan, PMV
atau PMVS dilarang menjalankan kegiatan Usaha
Modal Ventura.

Ketentuan Pasal 55 pada angka 26 dalam Pasal 10 BAB
IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 55

PMV atau PMVS yang akan melakukan
Pembubaran karena keputusan RUPS atau rapat
anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (2) huruf a, harus mendapatkan persetujuan
dari OJK.
PMV atau PMVS yang akan melakukan
pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan tidak sedang
dikenakan sanksi pembekuan sebagian atau
seluruh kegiatan usaha dan sanksi pembatasan
kegiatan usaha tertentu.
Permohonan persetujuan pembubaran karena
keputusan RUPS atau rapat anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh
Direksi PMV atau PMVS kepada OJK dengan
menggunakan format 35 sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai perizinan usaha dan kelembagaan
perusahaan modal ventura, dan harus dilampiri
dengan dokumen:

a. rancangan akta penetapan pembubaran;

b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban
Pasangan Usaha, Debitur, investor dana
ventura, kreditur, dan/atau pemberi dana
yang berkepentingan; dan

c. salinan keputusan mengenai pemberian izin
usaha Perusahaan.

PMV atau PMVS yang telah memperoleh
persetujuan pembubaran dari OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
pelaksanaan pembubaran dalam jangka waktu
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui
oleh, atau diberitahukan kepada instansi
berwenang.

Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), OJK mencabut izin usaha PMV atau

PMVS.
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45. Ketentuan Pasal 59 pada angka 49 dalam Pasal 10 BAB
IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 59

PMV atau PMVS yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 2B
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 8, Pasal 10 huruf a dan huruf e,
Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat
(8), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat
(7), dan ayat (8), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1),
Pasal 17D ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23
ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Pasal
22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1)
dan ayat (4), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33
ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34A ayat (1),
ayat (2), dan ayat (6), Pasal 34B ayat (1), Pasal
34C ayat (1), dan ayat (5), Pasal 34D ayat (5) dan
ayat (7), Pasal 34G ayat (1), Pasal 35 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 ayat
(1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal
39 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat
(3), ayat (4) dan ayat (10), Pasal 43 ayat (4),
Pasal 46 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (4),
Pasal 53 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 35 ayat
(4), Pasal S6A ayat (1) dan ayat (7), Pasal 56B
ayat (1), ayat (4), dan ayat (10), Pasal S56E,
dan Pasal 56F ayat (2) dan ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan

usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e pembatalan persetujuan;
f larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan

Komisaris, dan/atau DPS;
g. denda administratif; dan/atau
h. pencabutan izin UUS.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat
dikenakan dengan atau tanpa didahului
pengenaan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a.
PMV atau PMVS yang melanggar ketentuan Pasal
2B ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal
34B ayat (1), Pasal 34D ayat (5), Pasal 34G ayat (1),
Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1),
Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4),
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
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Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari
keterlambatan dan paling banyak sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Sanksi denda administratif = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling
banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(5) Dalam hal PMV atau PMVS telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
OJK mencabut sanksi administratif.

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun
pelanggaran telah diperbaiki, OJK memberikan
sanksi administratif berupa peringatan tertulis
yang berakhir dengan sendirinya.

(7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), OJK berwenang:

a. menurunkan  hasil penilaian Tingkat
Kesehatan;

b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak
utama yang menyebabkan PMV atau PMVS
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dan/atau

c. melakukan pencatatan rekam jejak
terhadap pihak yang menyebabkan PMV atau
PMVS melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam sistem
elektronik OJK.

Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 31A

Permohonan perubahan kepemilikan yang telah
diajukan oleh  Perusahaan Pembiayaan atau
Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan
atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini berlaku, diproses sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35A
Permohonan perubahan kepemilikan yang telah
diajukan oleh PMV atau PMVS kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan
atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini berlaku, diproses sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
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Pasal II

Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan

Syariah, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PMV

dan PMVS yang dimiliki asing baik secara langsung

maupun tidak langsung melebihi 85% (delapan puluh
lima persen) karena:

a. pemenuhan rasio permodalan, gearing ratio, rasio
modal inti terhadap Modal Disetor, atau Modal
minimum; dan/atau

b. penyelesaian permasalahan likuiditas,

sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

diundangkan, tetap memiliki kewajiban penyesuaian

batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai
rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang
disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

) OTORITAS
Oj( ‘ ﬁ?f}\r,(.m
MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

&

()
SUPRATMA { ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMO! 51/0JK

Balai
Sertifikasi
Elektromik

@



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 46
TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

I. UMUM

Kompleksitas pemulihan ekonomi global diperkirakan akan
meningkat seiring dengan perkembangan geopolitik dan geoekonomi
yang dinamis. Di sisi domestik, perkembangan kondisi ekonomi
nasional, transformasi kebijakan pemerintah dalam mendorong
kemudahan berusaha, serta dinamika industri jasa keuangan, termasuk
perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan
perusahaan modal ventura, perlu didukung oleh penyesuaian regulasi
yang lebih adaptif, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan
pelaku usaha dan masyarakat.

Seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan peran, kinerja,
serta pentingnya peningkatan daya saing usaha perusahaan
pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan
modal ventura, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk
melakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan
Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura. Perubahan ini diarahkan
untuk menciptakan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha
dengan menyederhanakan regulasi yang bersifat administratif agar
sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan manajemen risiko yang
efektif.

Penyesuaian ketentuan ini merupakan bagian dari dukungan
terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk penguatan ekonomi
kerakyatan, percepatan inklusi keuangan, serta peningkatan indeks
kemudahan berusaha. Harmonisasi dengan arah kebijakan nasional
menjadi fokus utama dalam penyusunan perubahan peraturan ini.
Dengan demikian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan
dapat memberikan landasan hukum yang lebih tepat guna dalam
pengaturan dan pengawasan usaha pergadaian, serta mendorong
pertumbuhan industri yang berintegritas, berkelanjutan, dan inklusif.



II.

- 60 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing secara
langsung” adalah bentuk pemilikan saham
Perusahaan oleh badan hukum asing. Yang
dimaksud dengan “kepemilikan asing secara tidak
langsung” adalah bentuk pemilikan saham
Perusahaan oleh badan hukum Indonesia, yang
sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan
hukum asing. Dalam hal terjadi perubahan
komposisi saham di antara para pemegang saham,
maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi.
Contohnya, PT DEF Finance komposisi
kepemilikannya sebagai berikut:

WNI BHA 1
50% 50%

WNI 2 BHI 1 BHA 2
50% 30% 20%

PT DEF Finance

WNI = warga negara Indonesia

BHA = badan hukum asing

BHI = badan hukum Indonesia

Kepemilikan pihak asing secara langsung = 20%

(BHA 2)

e Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung =
50% x

e 30% = 15% (BHA 1)

e Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) +

15% (BHA 1) = 35%

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “perseroan terbuka” adalah
perseroan yang melakukan penawaran umum saham
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi Perusahaan yang
membutuhkan penambahan modal dari pemegang
saham asing” adalah kondisi dimana pemegang
saham dalam negeri tidak memiliki kemampuan
untuk melakukan penambahan modal pada
Perusahaan.

Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan
yang mengakibatkan perubahan pemegang saham
selain PSP” antara lain:
a. perubahan komposisi saham;
b. perubahan modal disetor; dan
c. penambahan pemegang saham baru selain PSP.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “saham bonus” adalah
saham yang dibagikan secara cuma-cuma
kepada pemegang saham berdasarkan jumlah
saham yang dimiliki. Saham bonus terdiri dari
saham:
a. yang merupakan dividen saham, berasal
dari kapitalisasi saldo laba; dan
b. yang bukan merupakan dividen saham,
berasal dari kapitalisasi:
1. agio saham; dan/atau
2. unsur Ekuitas lainnya.
Angka 3
Pasal 71A
Ayat (1)
Contoh “penambahan modal disetor” antara lain Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yaitu
penawaran saham baru yang diberikan kepada
pemegang saham lama dengan harga yang lebih
rendah dari harga pasar.
Contoh “pengurangan modal disetor” antara lain
penarikan saham treasury yang berasal dari hasil
pembelian kembali saham (buyback).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Angka 4
Pasal 73
Ayat (1)
Huruf a
Rincian kepemilikan saham disertai dengan
keterangan mengenai kewarganegaraan, badan
hukum Indonesia dan/atau badan hukum
asing.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung”
adalah dokumen yang menjadi bukti dari setiap
transaksi aliran dana dari pemberi dana sampai
penempatan dana di deposito berjangka/escrow
account sesuai dengan bagan alur aliran dana,
termasuk jika sumber dana berasal dari
pemegang saham di atasnya. Dokumen
dimaksud antara lain rekening koran, bukti
kepemilikan atas aset yang dijadikan sebagai
sumber dana, akta penambahan modal, atau
dokumen lain yang relevan.
Huruf h
Cukup jelas.
Hurufi
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Penempatan dana dalam escrow account
dan/atau deposito berjangka sebesar perkiraan
nilai penambahan modal disetor/pembelian
saham.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.



-63 -

Ayat (6)
Huruf a
Lihat penjelasan pada ayat (1) huruf a.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 81
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 116
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik
yang termasuk kategori Pembiayaan Investasi
hanya Jual dan Sewa-Balik yang dilaksanakan
dengan cara Sewa Pembiayaan.
Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik
yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi
tidak termasuk kategori Pembiayaan Investasi.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
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Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “cara pembiayaan lain”

adalah cara pembiayaan yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam kategori cara

pembiayaan sebagai berikut:

a. Sewa Pembiayaan;

b. Jual dan Sewa-Balik;

c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan
dari Penjual Piutang;

d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan
dari Penjual Piutang;

e. Pembelian dengan Pembayaran secara
Angsuran;

f.  Pembiayaan Proyek; dan/atau

g. Pembiayaan Infrastruktur.

Huruf a

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-balik
yang termasuk kategori Pembiayaan Modal Kerja
hanya Jual dan Sewa-Balik yang dilaksanakan
dengan cara Sewa Pembiayaan.

Pembiayaan dengan cara Jual dan Sewa-Balik
yang dilaksanakan dengan cara sewa operasi
(operating lease) tidak termasuk kategori
Pembiayaan Modal Kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cara pembiayaan lain”

adalah cara pembiayaan yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam kategori cara

pembiayaan sebagai berikut:

a. Jual dan Sewa-Balik;

b. Pembelian dengan Pembayaran secara
Angsuran;

c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan
dari Penjual Piutang;

d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan
dari Penjual Piutang; dan/atau

e. Fasilitas Modal Usaha.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran
dapat dilakukan oleh Debitur dengan
menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh
Perusahaan Pembiayaan.
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Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran
dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa
antara lain berupa jasa kesehatan, pendidikan,
ibadah, rekreasi dan jasa lainnya.

Transaksi pembiayaan dengan Pembelian
dengan Pembayaran secara Angsuran
melibatkan 3 (tiga) pihak yang terdiri dari
Perusahaan Pembiayaan, Debitur, dan penyedia
barang dan/atau jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “cara pembiayaan lain”

adalah cara pembiayaan yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam kategori cara

pembiayaan sebagai berikut:

a. Sewa Pembiayaan;

b. Pembelian dengan Pembayaran secara
Angsuran; dan/atau

c. Fasilitas Dana.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penilaian atas pemenuhan persyaratan:

1.

Apabila berdasarkan laporan bulanan per posisi
akhir bulan Desember PT ABC Finance memiliki:
Tingkat Kesehatan: Peringkat Komposit 2;
rasio permodalan: 50% (lima puluh persen)
gearing ratio: 3 (tiga) kali;

rasio NPF Neto: 3% (tiga persen); dan

rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor:
100% (seratus persen),

maka PT ABC Finance dapat melakukan
kegiatan Pembiayaan Modal Kerja dengan cara
Fasilitas Modal Usaha dan Pembiayaan
Multiguna dengan cara Fasilitas Dana untuk
periode 1 Maret sampai dengan 28 Februari
tahun berikutnya. Dalam hal berdasarkan hasil
penilaian terkini OJK Perusahaan tidak lagi
memenuhi persyaratan, Perusahaan tidak dapat
menyalurkan pembiayaan baru untuk kegiatan
Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas

P T
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Modal Usaha dan Pembiayaan Multiguna
dengan cara Fasilitas Dana sampai dengan
Perusahaan dapat memenuhi persyaratan
dimaksud pada periode berikutnya.

Apabila berdasarkan laporan bulanan per posisi
akhir bulan Desember PT DEF Finance memiliki:
Tingkat Kesehatan: Peringkat Komposit 3;
rasio permodalan: 20% (dua puluh persen);
gearing ratio: 5 (lima) kali;

rasio NPF Neto: 4% (empat persen); dan
rasio Modal Inti terhadap Modal Disetor:
80% (delapan puluh persen),

maka PT DEF Finance dilarang melakukan
kegiatan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja
dengan cara Fasilitas Modal Usaha dan
Pembiayaan Multiguna dengan cara Fasilitas
Dana selama periode 1 Maret sampai dengan 28
Februari tahun berikutnya.

>0 T

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agunan” adalah benda
milik Debitur dan/atau pihak lain yang
dijaminkan oleh Debitur dan/atau pihak lain
untuk pelunasan pembiayaan pada saat Debitur
wanprestasi, sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan yang mengatur
mengenai jaminan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pengelola
informasi  perkreditan” adalah lembaga
pengelola informasi perkreditan sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai lembaga  pengelola
informasi perkreditan.

Huruf e

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 19A
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Keahlian di bidang teknologi informasi meliputi
kemampuan di bidang database, jaringan, keamanan
Sistem Elektronik, dan pemrograman.
Angka 12
Pasal 19H
Ayat (1)
Layanan Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan
Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna tanpa
melalui tatap muka secara fisik antara lain adalah
penyaluran pembiayaan buy now pay later.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Angka 13
Angka 17a
Pasal 20A
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh penerapan besaran Uang Muka:
Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan
Pembiayaan per posisi akhir bulan Desember
Perusahaan Pembiayaan memiliki nilai Rasio NPF
Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih
tinggi dari 5% (lima persen), Perusahaan Pembiayaan
tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka
Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
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Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai
tanggal tanggal 1 Maret. Apabila berdasarkan laporan
bulanan Perusahaan Pembiayaan per posisi akhir
bulan Desember Perusahaan Pembiayaan memiliki
Tingkat Kesehatan dengan kriteria Peringkat
Komposit 2 dan nilai Rasio NPF Neto untuk
pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 3,5% (tiga
koma lima persen), Perusahaan Pembiayaan tersebut
mengenakan ketentuan besaran Uang Muka
Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai
tanggal tanggal 1 Maret. Apabila berdasarkan laporan
bulanan Perusahaan Pembiayaan per posisi akhir
bulan Desember Perusahaan Pembiayaan memiliki
Tingkat Kesehatan dengan kriteria Peringkat
Komposit 1 dan nilai rasio NPF Neto untuk
pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0,5% (nol
koma lima persen), Perusahaan Pembiayaan tersebut
mengenakan ketentuan besaran Uang Muka
Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai
tanggal 1 Maret.

Ayat (3)
Contoh perhitungan besaran Uang Muka: apabila
harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00
Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang
diberikan: Rp500.000,00 Harga jual kendaraan roda
dua: Rp10.000.000,00 -  RpS500.000,00 =
Rp9.500.000,00 Bagi Perusahaan Pembiayaan yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Kendaraan
Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai
sekaligus adalah 15% x Rp9.500.000,00 =
Rp1.425.000,00.

Ayat (4)
Contoh perhitungan besaran Uang Muka:
Contoh 1 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya
lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur): Harga
kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00
Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang
diberikan: Rp500.000,00 Biaya asuransi,
penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh
Debitur secara tunai: Rp1.000.000,00 Harga jual
kendaraan bermotor roda dua: Rp10.000.000,00 —
Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00 Bagi Perusahaan
Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Uang Muka
Pembiayaan Kendaraan Bermotor roda dua yang
harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah
15% x Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00 Dengan
demikian, biaya yang dibayar oleh Debitur secara
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tunai sekaligus (biaya asuransi, penjaminan, atau
biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur) =
Uang Muka (Rpl1.425.000,00) + biaya asuransi,
penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) =
Rp2.425.000,00 Total pembiayaan oleh Perusahaan
Pembiayaan kepada Debitur = harga jual kendaraan
(Rp9.500.000,00) — Uang Muka (Rp1.425.000,00) =
Rp8.075.000,00.

Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya
lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Debitur):
Harga kendaraan bermotor roda dua:
Rp10.000.000,00 Potongan harga (discount) dan
potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00
Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya:
Rp1.000.000,00 Harga jual kendaraan bermotor roda
dua: Rpl10.000.000,00 -  RpS500.000,00 =
Rp9.500.000,00 Bagi Perusahaan Pembiayaan yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Kendaraan
Bermotor yang harus dikenakan adalah 15% x
Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00 Dengan demikian,
biaya yang dibayar oleh Debitur bila biaya asuransi,
penjaminan, atau biaya lainnya tidak bayar tunai
oleh Debitur atau dibayar secara angsuran = Uang
Muka (Rp1.425.000,00) Total yang dibiayai oleh
Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = biaya
asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya
(Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan
bermotor roda dua (Rp8.075.000,00) =
Rp9.075.000,00.

Ayat (5)

Angka 15
Pasal 26

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk mitigasi risiko pembiayaan tambahan yang
dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan antara
lain memastikan kelayakan dan kemampuan
pembayaran calon Debitur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Angka 16
Pasal 27

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan asuransi yang dikaitkan

dengan kredit atau penjaminan kredit yang

terindikasi dilakukan dengan itikad tidak baik
antara lain:

a. portofolio piutang pembiayaan yang menjadi
pertanggungan asuransi yang dikaitkan
dengan kredit atau penjaminan kredit pada
saat penutupan asuransi yang dikaitkan
dengan kredit atau penjaminan kredit
merupakan piutang pembiayaan
bermasalah;

b. Adanya kesepakatan yang membatasi klaim
berdasarkan persentase dari total premi atau
imbal jasa yang dibayarkan (stop loss);

c. Klaim atau imbal jasa dilakukan atas
piutang-piutang yang sebelumnya telah
macet sebelum perikatan asuransi yang
dikaitkan dengan kredit atau penjaminan
kredit yang dibuat;

d. perjanjian dilakukan secara backdated;

e. tidak memenuhi kaidah dan prinsip
asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau
penjaminan kredit secara umum; dan

f. fitur lainnya yang secara substansi tidak
memitigasi risiko pembiayaan secara
keseluruhan.

Ayat (4)

Angka 17
Pasal 29

Pada saat terjadi klaim atas asuransi yang dikaitkan
dengan kredit dan klaim telah dibayarkan oleh
perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian yang
dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan
perusahaan asuransi maka asuransi yang dikaitkan
dengan kredit dimaksud sudah tidak lagi
memberikan manfaat bagi Perusahaan Pembiayaan,
sehingga Perusahaan Pembiayaan tidak dapat
melakukan perhitungan melalui amortisasi atas
asuransi yang dikaitkan dengan kredit tersebut.

Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Penyampaian dokumen berupa management
letter dari Kantor Akuntan Publik/Akuntan
Publik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Lihat penjelasan Angka 18 Pasal 73 huruf f.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 84
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 113.
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “beberapa akad” adalah akad
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini dan akad lain yang telah disetujui
Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 14A
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
keahlian di bidang teknologi informasi meliputi
kemampuan di bidang database, jaringan, keamanan
Sistem Elektronik, dan pemrograman.
Angka 24
Pasal 14H
Ayat (1)
Layanan Pembiayaan Digital melalui Pembiayaan
Jual Beli dan Pembiayaan Jasa tanpa melalui tatap
muka secara fisik antara lain adalah penyaluran
pembiayaan buy now pay later.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Angka 25
Angka 10a
Pasal 15A
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Contoh penerapan besaran uang muka:
Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan
Syariah per posisi akhir bulan Desember Perusahaan
Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif
Bermasalah Neto wuntuk Pembiayaan Syariah
kendaraan motor lebih tinggi dari 5% (lima persen),
maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan
ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (5). Penerapan besaran Uang Muka
Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud
berlaku mulai tanggal 1 Maret.
Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan
Syariah per posisi akhir bulan Desember Perusahaan
Syariah memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan
dengan kondisi sehat dan mempunyai nilai Rasio
Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan
Syariah kendaraan motor Perusahaan Syariah
sebesar 4,5% (empat koma lima persen) maka
Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan
besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku
mulai tanggal 1 Maret. Apabila berdasarkan laporan
bulanan Perusahaan Syariah per posisi akhir bulan
Desember Perusahaan Syariah memiliki Tingkat
Kesehatan Keuangan dengan kondisi sehat dan
mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah
Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan motor
Perusahaan Syariah sebesar dari 1,5% (satu koma
lima persen) maka Perusahaan Syariah tersebut
mengenakan ketentuan besaran Uang Muka
Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam angka Pasal 15 ayat
(2). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan
Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku
mulai tanggal 1 Maret.

Ayat (3)
Contoh perhitungan besaran uang muka:
Apabila harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00
Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang
diberikan:
Rp500.000,00 Harga jual kendaraan:
Rp10.000.000,00 — Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00
Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Syariah
Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan
dan dibayar tunai sekaligus adalah 10% x
Rp9.500.000,00 = Rp950.000,00.

Ayat (4)
Contoh 1 (Biaya asuransi syariah, penjaminan
syariah, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh
Konsumen):
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Harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00
Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang
diberikan:

Rp500.000,00 Biaya asuransi syariah, penjaminan
syariah, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh
Konsumen secara tunai: Rp1.000.000,00 Harga jual
kendaraan: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 =
Rp9.500.000,00

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Syariah
Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan
dan dibayar tunai sekaligus adalah 10% x
Rp9.500.000,00 = Rp950.000,00

Biaya yang dibayar oleh Konsumen secara tunai
sekaligus (bila biaya asuransi syariah, penjaminan
syariah, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh
Konsumen) = uang muka (Rp950.000,00) + biaya
asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya
lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp1.950.000,00

Total Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan
Pembiayaan Syariah kepada Konsumen = harga jual
kendaraan (Rp9.500.000,00) - wuang muka
(Rp950.000,00) = Rp8.550.000,00

Contoh 2 (biaya asuransi syariah, penjaminan
syariah atau biaya lainnya tidak dibayar tunai
(angsuran) oleh Konsumen):

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00 Potongan harga
(discount) dan potongan lainnya yang diberikan:
Rp500.000,00

Biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau
biaya lainnya: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 -
Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00 Uang Muka
Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor roda dua
yang harus dikenakan adalah 10% x Rp9.500.000,00
= Rp950.000,00

Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Konsumen
bila biaya asuransi/penjaminan syariah atau biaya
lainnya tidak dibayar tunai oleh Konsumen atau
dibayar secara angsuran = uang muka
(Rp950.000,00) Total Pembiayaan Syariah oleh
Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada Konsumen
= biaya asuransi/penjaminan syariah atau biaya
lainnya (Rp1.000.000,00) + harga Pembiayaan
Syariah kendaraan bermotor roda dua
(Rp8.550.000,00) = Rp9.550.000,00.

Ayat (5)

Angka 27
Pasal 21

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
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Bentuk mitigasi risiko Pembiayaan = Syariah
tambahan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan
Syariah antara lain memastikan kelayakan dan
kemampuan pembayaran calon Konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asuransi syariah yang

dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah atau

penjaminan syariah yang terindikasi dilakukan
dengan itikad tidak baik antara lain:

a. portofolio piutang pembiayaan yang menjadi
pertanggungan asuransi syariah yang
dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah atau
penjaminan syariah pada saat penutupan
asuransi syariah yang dikaitkan dengan
Pembiayaan Syariah atau penjaminan
syariah merupakan piutang pembiayaan
bermasalah;

b. Adanya kesepakatan yang membatasi klaim
berdasarkan persentase dari total kontribusi
atau imbal jasa yang dibayarkan (stop loss);

c. Klaim atau imbal jasa dilakukan atas
piutang-piutang yang sebelumnya telah
macet sebelum perikatan penjaminan
syariah yang dibuat;

d. perjanjian dilakukan secara backdated,

e. tidak memenuhi kaidah dan prinsip
asuransi syariah yang dikaitkan dengan
Pembiayaan Syariah atau penjaminan
syariah secara umum; dan

f. fitur lainnya yang secara substansi tidak
memitigasi risiko Pembiayaan Syariah
secara keseluruhan.

Ayat (4)

Pada saat terjadi klaim atas asuransi syariah yang
dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah dan klaim
telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah
sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara
Perusahaan Syariah dengan perusahaan asuransi
syariah maka asuransi syariah yang dikaitkan
dengan Pembiayaan Syariah dimaksud sudah tidak
lagi memberikan manfaat bagi Perusahaan Syariah,
sehingga Perusahaan Syariah tidak dapat melakukan
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perhitungan melalui amortisasi atas asuransi syariah
yang dikaitkan dengan Pembiayaan Syariah tersebut.
Angka 29
Pasal 22B
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 24
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf g
Penyampaian dokumen berupa management
letter dari Kantor Akuntan Publik/Akuntan
Publik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.



-77 -

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Lihat Penjelasan Angka 18 Pasal 73 huruf {.

Ayat (4)

Angka 33
Pasal 81

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Angka 34

Ketentuan mengenai UUS dalam penyelesaian
mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai perizinan usaha dan kelembagaan
Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah.

Pasal 110
Cukup jelas.

Angka 35
Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “penugasan
pemerintah” adalah penugasan yang dituangkan
baik di dalam peraturan perundangan maupun
keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “debitur” adalah pihak
yang menandatangani perjanjian tertulis dengan
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “mendapat penugasan”
adalah pada saat Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur menerima  perintah  penugasan
berdasarkan peraturan perundangan maupun
keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Contoh:
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menerima
penugasan pemerintah berdasarkan surat atau
dokumen pada tanggal 1 Januari 2026. Laporan
mengenai dampak atas pelaksanaan tugas dari
pemerintah disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026,
yaitu tanggal 5 Januari 2026.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pasar swap biasa dikenal dengan istilah swap
market.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Bantuan teknis antara lain bantuan proyek,
studi pra-kelayakan, studi kelayakan, dokumen
pendukung dan konsultasi transaksi.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “adl’” adalah
menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya,
dan memberikan sesuatu hanya pada yang
berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai
posisinya.
Yang dimaksud dengan “tawazun” adalah
meliputi keseimbangan aspek material dan
spiritual, aspek privat dan publik, sektor
keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan
keseimbangan  aspek  pemanfaatan dan
kelestarian.
Yang dimaksud dengan “maslahah” adalah
segala bentuk kebaikan yang berdimensi
duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual
serta individual dan kolektif serta harus
memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan
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syariah (halal), bermanfaat dan membawa
kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara
keseluruhan yang tidak menimbulkan
kemudaratan.

Yang dimaksud dengan “alamiyah” adalah dapat
dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak
yang Dberkepentingan (stakeholders) tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan,
sesuai dengan semangat kerahmatan semesta
(rahmatan lil alamin).

Huruf b

Tidak mengandung hal yang diharamkan”
antara lain riba, maisir, gharar, zalim, risywabh,
maksiat, dan objek haram.

Yang dimaksud dengan “riba” adalah
penambahan pendapatan secara tidak sah
(batil), antara lain dalam transaksi pertukaran
barang sejenis yang tidak sama kualitas,
kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau
dalam transaksi pinjam meminjam yang
mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas
mengembalikan dana yang diterima melebihi
pokok pinjaman karena berjalannya waktu
(nasi’ah).

Yang dimaksud dengan “maisir” adalah
transaksi yang digantungkan kepada suatu
keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-
untungan.

Yang dimaksud dengan “gharar” adalah
transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak
dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau
tidak dapat diserahkan pada saat transaksi
dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
Yang dimaksud dengan “zalim” adalah transaksi
yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.

Yang dimaksud dengan ‘'risywah' adalah
tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas,
atau bentuk lainnya yang melanggar hukum
sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau
kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “maksiat” adalah
tindakan manusia yang melanggar hukum
moral yang bertentangan dengan Prinsip
Syariah.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah
transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

Huruf c

Angka 36
Pasal 43E
Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

Bentuk mitigasi risiko pembiayaan tambahan yang
dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur antara lain memastikan kelayakan dan
kemampuan pembayaran calon debitur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Angka 37
Pasal 71

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing secara
langsung” adalah bentuk pemilikan saham
Perusahaan oleh badan hukum asing. Yang
dimaksud dengan “kepemilikan asing secara tidak
langsung” adalah bentuk pemilikan saham
Perusahaan oleh badan hukum Indonesia, yang
sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan
hukum asing. Dalam hal terjadi perubahan
komposisi saham di antara para pemegang saham,
maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi.
Contohnya, PT DEF Ventura komposisi
kepemilikannya sebagai berikut:

WNI BHA 1
50% 50%
WNI 2 BHI 1 BHA 2
50% 30% 20%

PT DEF Ventura

WNI = warga negara Indonesia

BHA = badan hukum asing

BHI = badan hukum Indonesia

Kepemilikan pihak asing secara langsung =

20% (BHA 2)

e Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung
= 50% x

e 30%=15% (BHA 1)

e Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) +

15% (BHA 1) = 35%

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “perseroan terbuka” adalah
perseroan yang melakukan penawaran umum saham
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “kondisi PMV atau PMVS
yang membutuhkan penambahan modal dari
pemegang saham asing” adalah kondisi dimana
pemegang saham dalam negeri tidak memiliki
kemampuan untuk melakukan penambahan modal
pada PMV atau PMVS.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 34A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan
yang mengakibatkan perubahan pemegang saham
selain PSP” antara lain:

a. perubahan komposisi saham;

b. perubahan modal disetor; dan

c. penambahan pemegang saham baru selain PSP.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “saham bonus” adalah
saham yang dibagikan secara cuma-cuma
kepada pemegang saham berdasarkan jumlah
saham yang dimiliki. Saham bonus terdiri dari
saham:
a. yang merupakan dividen saham, berasal
dari kapitalisasi saldo laba; dan
b. yang bukan merupakan dividen saham,
berasal dari kapitalisasi:
1. agio saham; dan/atau
2. unsur Ekuitas lainnya.
Angka 40
Pasal 34B
Ayat (1)

Contoh “penambahan modal disetor” antara lain
dalam rangka right issue yaitu penawaran saham
baru yang diberikan kepada pemegang saham lama
dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar,
dan sering disebut sebagai Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD).
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Contoh “pengurangan modal disetor” antara lain
penarikan saham treasury yang berasal dari hasil
pembelian kembali saham (buyback).

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 41
Pasal 34D
Ayat (1)
Huruf a
Rincian kepemilikan saham disertai dengan
keterangan mengenai kewarganegaraan, badan
hukum Indonesia dan/atau badan hukum
asing.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung”
adalah dokumen yang menjadi bukti dari setiap
transaksi aliran dana dari pemberi dana sampai
penempatan dana di deposito berjangka /
escrow account sesuai dengan bagan alur aliran
dana, termasuk jika sumber dana berasal dari
pemegang saham di atasnya. Dokumen
dimaksud antara lain rekening koran, bukti
kepemilikan atas aset yang dijadikan sebagai
sumber dana, akta penambahan modal, atau
dokumen lain yang relevan.
Huruf h
Cukup jelas.
Hurufi
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Hurufl
Penempatan dana dalam escrow account
dan/atau deposito berjangka sebesar perkiraan
nilai penambahan modal disetor/pembelian
saham.
Huruf m
Cukup jelas.
Hurufn

Cukup jelas.



- 83 -

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Lihat penjelasan pada ayat (1) huruf a.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Hurufi
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 42
Pasal 34G
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 44
Pasal 55
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 59
Cukup jelas.
Angka 46
Pasal 31A
Cukup jelas.
Angka 47
Pasal 35A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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